
3. 

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kabupaten 
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1.956 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1092); 1' 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun- 2003 tentang 
Keuangan . Negara (Lembaran Negara Republik · 
Indonesia. Nomor 47, Tam.bah.an Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 4286); 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang 
Perlmbangan ·Kcuangan antar9t\ Pemerintah Puaat dan .• 
Pemerintahan · ·Daerah (Lembaran Negara . Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun · 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan · Pbrundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82,' Tambahan Lernbaran Negf).Ta Republik 
Indonesia Nomor 5234); r · • 

2. 

BUPATI SIMALUNGUN, 

TENTANG. 

PERATURAN BUFATI SIMALID'iGUN 
NOMOR : 8 TAHUN 2016 

I 

i 4. 
I 

:' 1. Mengingat 

: ~ : t .... : 
M~run.,.b~ng .1 a. · bahwa dalam rangka melaksanakan keuangan 

nagori disertai dengan surnber-sumber pendapatan 
dan belanja 'nagori yang akan ditu.angkan dalam 

I Pera.tu.ran Nagori tentang Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan. dan Belanja Nagori Kabupaten 

· 'Sim.aJ.ungun; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf "a" diatas dipandang perlu 
membentuk Peraturan Bupati Simalungun tentang 
Pedoman Penyusunan Angga.ran Pendapatan dan 
Belanja Nagori Kabupaten Simalungun .. 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG l\'IAHA ESA 
\ti 

!i ,, 

PEDOMAN PENYUSUN.AN·!ANQGARAN l?ENDAPATAN 
DAN BELANJA NAGORI KABUPATEN SIMALUNGUN · 

,: .. . 

. 
BERITA DAERAH 

KABUPATEN SIMALUNGUN 
NOMOR : 268 TAHUN 2016 
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5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor . 7, , Tambahan · Lembaran Negara Repubiik 
Indonesia Nomor 5495); · . , 

6. Unclang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerin:ahan Daerah (Lembaran Negara. Republik 
Indonesia. Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan 
Lemb~an Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah · dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2014 tentang.Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara. Republik 

I Indonesia Nomor 5589); 
! 7. Peratura.n Pemerintah Namer 58 'l'ahU:n 2005, Tentang 

.Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nonior 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nornor 47 Tahun 20'15 tentang 
Perubahan at:&-s Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Uridar.g 
Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Des a'. (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5717); ii 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 'Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah ·Nomor 60 
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, 
Tambahan Lembaran · Negara . Republik Indonesia 
Nomor 5694); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan · Tata Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun.Jl.embaran 
Daerah Kabupaten · Simalungun Tahun 2008 Nomor 
17 Seri "D". Nomor 16) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir d.engan Peraturan Daerah 
Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 201··~ t.entang 
Perubahan · Keernpat atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 ten.tang 
Organisasi dan · Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Simalungun {Lembaran Daerah Kabupater; 
Simalungun Tahun 2.014 Nornor 3 Seri "D" Nomor 3); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 
2014 ten tang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2090); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 
2014 tentang:~ Pedo.man: P;m?angui\~!\, Desa (Berita 
Negara Repubhk Indonesia I'alrun 2014 ;N01:n$)r 2Q94); 
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MEMUTUSKAN; 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PEDOMAN 
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
NAGORI KABUPATEN SIMALUNGUN, 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan; 
1. Nagori adalah nagori dan nagori adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya' disebut Nagori, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatun dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan rnasyarakat seternpat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui 
dan dihormati dalam sistern . pernerintahan Negara Kesatuan Republik. 
Indonesia. . 

2. Pemerintahan Nagori adalah penyelenggaraan 1krusan pernerintahan dan 
kepcntingan masyarakat setempat dalam sistern pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. · · 

3. Pemerintah Nagori adalah Pangulu atau yang disebut dengan nama lain 
dibantu · perangkat Nagori sebagai unsur penyelenggara Perneriritahan 
Nagori. ' 

4. Maujana Nagori atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang 
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 
penduduk Nagori berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara 
demokratis. : 

5. Keuangan Nagori adalah semua hak clan kewajiban Nagori yang dapat 
· dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang clan barang yang 

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagori. . 
6. Pengelolaan Keuangan Nagori adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 
pertanggungjawaban keuangan nagori. · 

7. Rencana K<trja Pemerintah Nagori, selanjutnya disebut RKPNagori, adalah 
penjabaran dari Rencana Pembangunan .Jangka Menengah Nagori untuk 
jangka .w · 1 (satu) Tahun. · 

8. Anggaran P ndapatan dan Belanja Nagori.. selanjutnya disebut APBNagori, 
adalah renc a keuangan tahunan Pemerintahan Nagori. 

9. Dana. Nago · adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja · Negara yang diperuntukkan bagi Nagori yang ditransfer rnelalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan diguriakan 
untuk membiayai penyelenggaraan pem,erint~, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pember-iayaan 

· masyarcl.k:a~. 

13. Peraturan Menteri Desa, 
1~embangunari 

· Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia N omor 
l Tahu.n 201.S t~nt~ng · P~doman K~wtn~fiiQ..U 

·Berdasarkan Hak Asal -Us"ttl 'cla.l) ltewe'f1~ga:t1 l:oka.l 
Berskala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nornor 158); 

14. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 12 Tahun 2013 
tentang . Perubahan Kedua · Atas Peraturan Bupati 
Simalungun Nomor 3 Tahun 2009 -tentang Rincian 
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Organisasi 
Lembaga Teknis Daerah . Kabupaten Simalungun 
(Berita Daerah Kabupa.ten Simalungun Nomor 178). 
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(1) Pangulu ' adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan nagori dan 
mewakili Pemerintah Nagori dalam kepemilikan kekayaan milik nagori yang 

.. dipisahkan. ·. 
(2) Pangul;2. seba?ai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan nagori 

sebagaimana dimaksudpada ayat (1), mempunyai kewgnangan: 
a. menetapka.n kebijakan tentang peiaksanaan Anggardn Pendapatan dan 

Bc~~nja Nagori; · . 

. .. . 
.•·-. 

BAB,III 
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGORI 

"BAB II 
· ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN: NAGORI 

· •:Pasal 2 ,:. 
(1) Keuangan.. Nagori dikelola berdasarkan asas-;~as transpaJ~, akuntabel, 

partisipatif serta dilakukan dengan tertib clan disiplin anggaran. 
(2) Pengelola~n keuanga.n Nagori sebagaimana dimaksud . pada ayat ( 1), 

dikelola dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran, yakni mulai tanggal 1 
.Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan. . . .. · .... 

•' 

. Aloka.si Dana Nagori, selanjutnya disingkat ADN, adalah dana perimbangan 
1 yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

f 
J kabupaten · setelah dikurangi ban a Alokasi Khusus. ·· 1 

1 
·11. Kelom:pok transfer adalah dana yang bersumber ?ari Anggaran Pe~d~patan 

1i , . Belanja · Negara, Anggaran Pendapatan Belanja · Daerah Provinsi dan 
1 ·: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten. , . ., . 

12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagori adalah Pangulu atau 
! i · sebutan nama lain yang karena jabatannya 1\mempunyai;_ ,ke_w~p.~gan 
; , . menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan nagori. 1 

! !3. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagori yang selanjutnya disingkat 
( . · PTPY, .. N adal~ 'unsur perangkat nagori yang membantu Pangulu untuk 
i/; · ·.. melaksanakan pengelolaan keuangan nagori. \\ . 
,~4. Sekretaris Nagori adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan r .· .. pengelolaan keuangan nagori. 

. JS. Kepala urusan adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan 
: ,· · · bidangnya.~ . · 

'.' !16. Ben~~ara ~dalah unsur staf sc:.k.retaria~ nagori yang membid~ngi urusan 
; administra 1 keuangan. untuk mena.tausanakan keuangan nagon. 
r 17. Rekening Kas Nagori adalah rekening tempat menyimpan uang 
· · Pemerintab.an na.gori yang rnenampung seluruh penerirnaan nagori dan 

digunakan untuk rnembayar seluruh pengeluaran Nagori pada bank yang 
ditetapkan. 

18. Penerimaan Nagori adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan 
nagori yari.g masuk ke APBNagori melalui rekening kas nagori. 

19. Pengeluaran Nagori adalah Uang yang dik.eluarkan dari APBNagori melalui 
rekening kas nagori. 

20. Surplus' A.nggaran Nagori adalah selisih lebih antara pendapatan nagori 
dengan .belanja nagori. 

21. Defisit Anggaran Nagori adalah selisih kurang antara pedapatan nagori 
dengan belanja nagori. 

22. Sisa Lebih Perhifungan. Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah 
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu 
periode an.ggaran. 

23. Peraturan Nagori adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan 
oleh Pangulu setelah dibahas dan disepakati bersama Maujana nagori. 

···.· 

· Pasal 3 



I 

·I 

(1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ,{ ayat (1) huruf b 
bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. 

(2) Kepala Sekai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1.) mempunyai tugas: 
~. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan . yang menjadi tanggung 

jawabnya; . ; _ . . 
b, melakeanakan kegiatan dan/ atau bersama 'Lembaga Kemasyarakatan 

Nagori yang . telah · ditetapkan di dalam Anggaran Pendapatan dan 
· Belanja Nagori; ;:- . ' · · · ·• 

c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban 
anggaran belanja kegiatan; 1; 

d. .mcngendalikan pelaksanaan kegiatan; ; · . 
e; · 'melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pangulu ; dan 
f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan 

kegiatan. 

Pasal 6 

· (1) Sekretaris Nagori .sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a ~:~t~~ak. . telaku koordinator pelaksana teknis ·· .. pengelolaan · keuangan 

_· (2) Sekretaris j Nagori selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan 
keuangan nagori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: 
&. rnenyusun dan melaksanakan Kebi_iakan Pengelolaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Nagori; 
b. mcnyusun Rancangan Peraturan Nagori tentang Anggaran Pendapatan 

clan Belanja .Nagori, perubahan Anggaran Pendapatari dan Pelanja 
Nagori dan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Beianja Nagori; . 

c. melaku an pengendalian terhadap . pelaksanaan kegiatan yang telah 
ditetapl an dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori; 

d. mcnyu un pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Nagori ; dan 

c. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan .dan pengeluaran 
Anggaran Penda.patan dan Belanja Nagori. · 

Pasal 5 

(1) PTPKi'l\f sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur 
Perangkat Nagori.terdiri dari: 

· a. Sekretaris N agori ; , i ., 
1·. ·. b. Kepala Seksi ; dan . ·... .. , 

c, Kepala Urusan Keuangan / Bendahara, .. . 
(2) PTPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan 

Pangulu . 

Pasal 4 

b. merietapkan PTPKN; 
c. menetapkan petugas yang melakukan pernungutan penerimaan nagori; 
d, menyetuiui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalarn Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Nagori; dan · 
e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 

Anggaran Pendapatan den Belanja Nagori . 
(3) Pangulu dalam melaksanakan pengelolaan keuangan nagori, dibantu oleh 

PTPKN. ! 
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Pasal 9 
(1) Pendapatan Nagori sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 8 ayat (1) huruf a, 

meliputi semua penerimaan uang melalui rekening nagori yang merupakan 
hak nagori dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali 
oleh nagori, . . . 

(2) Pondapatari Nagori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri 
_{?~-:.~·~ .. ~,- .J.~6?.·.~~::rp·y1::! 

· a; Fcndapatan Asli .Nagori (PAN); 
'b. .Transfcr; dan 
c. .Pe:ndao1tm1 Lain-Lain. . 

· (3) ~elo~pol:i · 1P~11;dapat:m,. Asli Nagori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
~u1:U,}' t:rd1.1: a~as jerns: 
.,.,. Ha..,11 usaha; . 
b. HasH aset; . . . . 

. c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan 
d. Lain-lain pendapatan asJ.i nagori . 

(4) Hasil usaha nagori sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain 
hasil Bumdes, tanah kas nagori. 

(5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada. ayat (3} huruf b antara fain 
. tambatan perahu, pasar nagori, tempat pemandian umurn, jaringan irigasi, 

(6) Swadaya, 1rartisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) huruf c·. adalah membangun dengan kekuatan sendiri .yang melibatkan 

· peran serta masyarakat berupa tenaga; barang yang dinilai dengan uang. 
(7) Lain-lain pendapatan asli nagori sebagaimana- dimaksud ;pada: ayat (3) 

huruf d antara lain hasil pungutan nagori. . . ,, . :.:.}1_,. ~ · 
:f"· 

Bagian Kesatu 
Pendapatan 

I Pasal 8 . 

(1) Anggaran tendapata.n dan Belanja Nagori,terdiri ~ta.s: 
a. Pendapatan Nagori 
b, Belanja Nagori; clan 
c. Pembiayaan Nagori. 

· (2) Pendapatan Nagori . sebagaimana dimaksud pada. ayat (1) huruf a 
diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. ,. 

(3) Belanja Nagori sebagaimana dimaksud pada ayat c(l) hur'uf b 
diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan.jenis. 

(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan 
merrurut kelompok dan jenis. 

.. / -, 

. )' ·, 

(1) B~n.dahara· sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat 
··,I,,., , .,. · ' . .; 9{~1y~epp.la Urusan. Keuartg~1. . . 

. {2) ·: B~'.l.1dahs.ra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: 
. . menerima, n:i.enyimpan, menyetorkan/ membayar, meri.atausah.akan, clan 

mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan nagori clan pengeluaran 
·· pendapatan nagori dalam rangka pelaksanaan · Anggaran Pend.a.pa tan dan 
jBelailJa Na~ori · · · 

, I , 
\I BAB IV 

. f4' .t:1.irooAR.AN PEMDAPATAN DAN BELANJA NAGORI 
·"'··. 

Pasal 7 
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(1) _ Klasifikasi Belanja Nagori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) 
huruf b, · tcrdiri atas kelompok: ··-- 

. a. Penyelenggaraan Pemerintahan Nagori; 
· b. Pelaksanaan Pembangunan Nagori; 

e;_: Petnbin*kn-Keinasyarakatan Nagori: 
cl. Pemb?r. · yaan Masyarakat Nagori; dan _ 
e. Belanja ak Terduga. · ···· 

(2) Kelc:>:mpo.lfrbelanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dibagi dalam 
.,1cegia1:ri.IX::_:iesuai dengan kebutuhan Nagori yang telah dituangkan dalam 

. RKFNagori. . 
.(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja : 

a. Pegawai; . ,. · 
b. Barang dan Jasa; dan . 
c. Modal.' 

(1) Belanja Nagori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, 
meliputi semua pengeluaran dari .rekening nagori · yang merupakan 
kewajiban nagori dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh 
pernbayarannya kembali oleh nagori. 

(2) Belanja Nagori sebagaimana dimaksud pada ayat.Il] dipergunakan dalam 
rangka n.1end_anai penyelenggaraan kewenangan nagori ·-; 

Pasal 13 . · 

· · Pasal 12 

Bagian Kedua 
Belanja Nagori 

1 . Pasal 11 
' . . :, . 

(l) Hibah daJ! sumbangan dari pihak ketiga yang tidak m:engikat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a adalah pemberian berupa uang 

·d0.i::tpihak ketiga. 
(2) Lain-lain pendapatan nagori yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

10 ayat (2) huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan 
pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokaei 'di nagori. 

•\ . 

&&k-Z&J.fi_L ._SM a '·---,um'· .,, ., ':1,·=-r•·•·• - -···:~~-,,,·~"™"™MM-WWWWWW.ii!i&&IIM&lff - '11 .. ·· . . . 
. JL:· . Pasal J. O 

-._;_:_,_;1· • .:_1:,l_:. (i) Kel':.'m.p6k. · pendapatan transfer sebagaimana d{maksud dalam. Pasal 9 
_ _ · ayat (2} ·hunif b, terdiri atas jenis: 
· ,·,. '· a. ··Da_1is. Desa ·, · · . ,:t1t \ 

:, l ·b. ~en-dap. He.si.l P~il.k. Dae.rah Ke.bupaten dan Retrib1J.$i Daerah; 
' · . c. Alo'~s\ Dana Nagori (AbN); ' . 

<i ' d. Bantuan Keuangan dari Af>BD Provinsi; dan · 
:) ! ,- e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten 
;f; · (2) Bantuan , Keuan.gan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana 

- dimaksud pada ayat (1) huruf d dart huruf e dapat bersifat umum dan 
khusus. 

(3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
· . dikelola dalam APBNagori tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan 

;; penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 
:_30% (tiga puluh perseratus). · 

(4) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada .ayat (2) huruf 
· ; c, terdiri atas jenis: . 

· l a. Hibah ctan··Sumbangan dari pihak ketiga yang- tidak rnengikat; dan 
· b.Lain-lain pendapatan nagori yang sah. 



:·. 

I 
\ 

Pasal 17 

(1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah 
Nagori dapat melakukan 'belanja yang belum tersedia anggarannya . 

. (2) Keadaan darurat dan/ atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
me1UpR~a!f keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan 

.. beru 1 "':1')-d. d an· ·/ atau mend ak · · . ...,.L 1...4..:,(..~:· t:f.·. es . ?;.i~~·... . 

{3J I(eada~:( darurat sebagaimana dimaksud ayat (1),-yilltu antara lain 
'.cEk:;ixpi":,al'?t.'1 bencana alam, sosial.rkerusakan sarana dan prasarana. 

. . f!" • ~ ! 

. .. 

··- .... 

Pasal 16 

(1) Bclanja M9dal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat P) huruf c, . 
digunakan [untuk pengeluaran dalam rangka pem belian / pengadaan barang 
atau bangunan yang nilai manfaatnys, lebih dari 12 (dua belas) bulan. 

(2) Pembelian /pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada 
·ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraari kewenangan nagori . 

Pasal 15 
. (1) Belanja. Barang dan Jasa sebagairnana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) 

-. hurui' b digunakan un.tuk pengeluaran pem.belian/ pengadaan barang yang 
nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas] bulan. i 

(2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: 
a. alat tulis kantor; 
b. benda pos: . 
c .. bahan/!haterial; 
d. pemeliharaan: 
e. cetak/pcnggandaan; 

· f. sewa kantor nagori; 
g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor; 

.h. makanan dan m.inuman rapat; 
· i. pakaian dinas dan atributnya; 
j. perjalanandinas; 
k. upah kerja; 
1. honorarium narasumber / ahli; 
m. opernsional pemerintah nagori 
n. operasional Maujana nagori; f• 

· o. insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan ; 
p. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat, 

(3) Insentif R~; n Tetangga /Rukun 'Warga sebag~imana dimaksud pada ayat 
(2) huruf o adalah bantuan uang untuk operasional lernbaga RT/ RW dalam 
rangka .. embantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, 
perencanaan pembangunan, -·: ketentrarnan 

I 
dan ketertiban, serta 

pemberdayaan masyarakat nagori. ·,., t. • ; · 
(4) Pemberian barang pada rn.asyarakat/kelompok,.masyarakat sebagaimana 

dimakcua pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk menunjang pelaksanaan 
kegiatan. ··; 

(l); .Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf 
a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi 
Pangulu dan Perangkat Nagori serta tunjangan Maujana nagori. . . 

{2) ~el:mja!Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diariggarkan dalam 
· kelornpok Penyelenggaraan Pemerintahan Nagori, kegiatan pernbayaran 

penghasilan tetap dan tunjangan. 
(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya 

t dibayarkan setiap bulan. 

Pasal 14 

;;. ! 
i1 t . ;: ! . 

. ii i .. ·I: , . 
"' I . . .!,' j ·. 

:l .. 
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· I Pasal 19 · · , · · · ·: 

· (1) Pengeluaraln Pernbiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) 
huruf b. terdiri dari : 
a. Pembentukan Dana Cadangan; dan 

.. b. Penyertaan Modal Nagori. · ·--- .. 
(2) Pcmerintah1 Nagori dapat membentuk dana cadangan sebagaimana 

dim.aksu.d pada ayat {1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan 
dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun 
anggar9:n. . -v- . · ·- 

(3) Pembentukan · dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
· ditetapkan idengan peraturan Nagori. 

(4) Pcr~.t-:rP,:\ Nagori sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 
rnemuat; 
a. penetapan tujuan pern bentukan dana cadangari; 
b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana _cadangan; 
c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang h13'1'1;1s dianggarkan; 
d.. cumber' dana cadangan; dan · 
c. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. 

.'; I 

{2) · Pembiayaan Nagori sebagairnana dimaksud pada ayat (1) . terdiri atas 
kelompok. 
a. Pertericlaan Pembiayaan; dan 

; b.Pengeluaran Pembiayaan. 'J; 
(3) Penerirnaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud I pada ayat (2) huruf a, 

. . .mencakup: . ' . ' 
'a. Sisa lebip. perhitungan anggaran (SiLPA) tabun sebelumnya; 

- b. Pe11,cairar Dana Ca.dangan; dan 
c. Hasil penjualan kekayaan nagori yang dipisahkan. 

(4} SiLPA. sel:lagaimana dimaksud pada ayat (1)'\ huruf a antara lain 
pelampauan perierimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan 
belanja, 'dan sisa dana kegiatan lanjutan. 

(5). :3ilPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan 
pembiayaan yang digunakan untuk: 
a. rnenutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari 

pada realisasi belanja: 
b. rriendanai pelaksanaan. kegiatan lanjutan.; dan 
c. mendanai kewajiban lainnya.yang sampai dengan akhir tahun anggaran 

·belum diselesaikan. · · 
{6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b 

digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening 
dana cadangan ke rekening kas Nagori dalam tahun anggaran bcrkenaan. 

(7) Basil penjualan kekayaan Na.gori yang dipisahkan sebagaimana dimaksud 
· pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan 
kekayaan nagori yang dipisahkan. 

{4J Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena KLB/wabah. 
·; •· (5) Keadaan 'darurat dan luar biasa sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan 

. Keputusari Bupati · 
(6). Kegiatan dala.m keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

· dianggarkan dalam belanja tidak terduga, _ ... 

Pasal 18 

(1) Pembiayaan Nagori sebagaimana dimaksud dalam Pasal · 8 ayat (1) huruf c 
meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ a tau 
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang 
bersangkutan maupun. pada tahun-tahun angga,ran berikutnya . 

~7 . 



Pasal 22 

(1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Pangulu sebagaimana 
dirnaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan · Pangulu tetap rnenetapkan 
Rancangan · Peraturan Nagori tentang Anggaran · Pendapata dan l3elanja 
Nagori menjadi Peraturan Nagori, Camat membatalkan Peraturan Nagori 
dengan Keputusan Camat . ··, 

(2) Pembatalan Peraturan Nagori sebagaimana dimaksud pada .ayat (1) 
.sekali~s r¥enyatakan berlakunya pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Nagori tahun anggaran sebelumnya. 

(3) Dalam hal.Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ay#..;t_(2) Pangulu hanya 
.dapat ~nelakukan pengeluaran terhadap operasional /·penyelenggaraan 
Pemerintahtflagori. . I . . 

·. I. 
I 

·--., .. 

(1) Rancangan Peraturan Nagori tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Nagori yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
20 ayat (3). disampaikan oleh Pangulu kepada camat atau sebutan lain 
paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi, . 

(2) Camat merietapkan hasil evaiuasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Nagori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua 
puluh) hari kerja sejak 'diterimanya Rancangan Peraturan Nagori tentang 
APB- Nagori. 

· {3}' Dalam hal ini Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu 
eebagaimana dimaksud pada. ayat (2) Peraturan Nagori tersebut berla.ku 

. dengan sendirinya, 
(4) Dalam hal · ini Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan 

. _ l\f agori teptang Anggaran Pendapata · dan Belanja Nagori · tidak sesuai 
.dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih 
tlnggi, Pangulu melakukan penyempumaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja 

· terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. 

Pasal 20 

(l} Sekretaris I Nagori menyusun Rancangan Peraturan Nagori tentang 
·Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori berdasarkan RKP-Nagori tahun 
berkenaan. "'l " . 

(2} Sekrctaris Nagori menyampaikan rancangan Peraturan Nagori tentang APB- 
Nagori kepada Pangulu, ·.. · 

(3) Rancangan peraturan Nagori tentang 'APB- Nagori sebagaimana dimaksud 
pada ayat {2). disampaikan oleh Pangulu kepada Maujana nagori untuk 
dibahas dan disepakati bersama. 

Pasal 21 

Bagian Kesatu 
Perencanaan 

BABV 
PENGELOLAAN 

(5) PembenhJan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada avat (2) dapat 
bersumberi dari pcnyisihan atas penerimaan · Nagori, kecuali dari 
penerimaah yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus 
berdasarkan peraturan perundang-undangan, 

(6) Pembentukandana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
· ditempatka:r pada rekening tersendiri. 

(7) ·pengangg~ dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan 
· · Pangulu. ~ · 1 · · · 

" . ~ 



\ 

·. :;:.) f:'e:p.geh.1.ar3.n nagori yang mengakibatkan beban Anggaran Pendapatan dan 
Belanja ... Nagori .tidak dapat dilakukan sebelum r.aJicangan peraturan 
nagori .. tentang ·Anggaran Pendapatan dan Belanja ·-~""Nagori ditetapkan 

· menjadi peraturan nagori. · 

Pasal 26 

· (1} Pemerintah Nagori dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan 
nagori selain yang ditetapkan dalam peraturan nagori. 

, (2) · Bendahara dapat rnenyimpan uang dalam kas nagori maksimal Rp . 
.. 5.000.000/· (lima juta rupiah}. dalam rangka memenu.hi kebutuhan 

operasional pemerintah nagori. 

( 1) Semua penerimaan dan pengeluaran nagori dalam rangka pelaksanaan 
kewenangan Nagori dilaksanakan melalui rekening .kas umum Nagori. 

(2) · KhuGus bagi Nagori yang belum memiliki pelayanan perbankan di 
· wilayahnyn maka pengaturannyaditetapkan oleh PemerintahKabupaten. 

(3) Semua penerimaan dan pengeluaran Nagori sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. 

Pasa125 

Pasal 24 
I 

!, 

Bagian Kedua 
Pelaksanaan 

(l~ ~_::ig1· m~~i:~~=k:go;e7e::~ x~~;~~an c;:~ap~::;~:n E;~~~~ 
N . . . agon. , 

(2) Camat m netapkan hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Nagori dengan Surat Keputusan Camat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya 
Rancangan Peraturan Nagori tentang Anggaran Pendapa.ta clan Belanja 
Nagori 

(3) Dalam hal ini Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat {2} Peraturan Nagori tersebut berlaku 

· dengan sendirinya. · . 
; (4) Dalam -hal ini Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan 

Nagori teritang APB- Nagori tidak sesuai dengan kepentingan umnm dan 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Pangulu melakukan 
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja , terhitung sejak 
diterimanya hasil evaluasi. , 

(5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Pangulu sebagaimana 
dimaksud ayat (4). dan Pangulu tetap menetapkan Rancangan Peraturan 
Nagori tentang APB-Nagori · menjadi Peraturan Nagori, Camat 
menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Nagori kepada Bupati. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Raricangan 
Pcraturan Nagori tentang _APB-Nagori kepada Camat diatur dalam 

· Peraturan Bupati, 

Pasal23 

{4} Pangulu memberhentikan pelaksanaan Peraturan Nagori Paling lama 7 
(tujuh) hari k~rja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
clan selanjutnya Pangulu · bersama Maujana nagori mencabut peraturan 
'.- ·· ·. ~--,,,.-1 ~11i',1al · ud ... ,.;~---- , ' :'-'-,-···' ,, cs . 

~: 
-·;· 

.• 



Bendahara Nagori sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak 
· l~nnya, wajiJ?1' menyetorkan seluruh penerimaan potong~\ dan pajak yang 

_ dipungutnya ~e rekening kas negara sesuai dengan ket~htuan peraturan 
· perundang-undangan. 

, Pasal 31 

-- II' -· 

(1} Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 29, Sekretaris Nagori berkewajiban untuk: _ 
a'. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana 

kegiatan; · 
b. mcnguji • kebenaran perhitungan tagihan atas be ban Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Nagori yang tercantum dalam permintaan 
· perabayaran, 

c. - .menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; clan 
d. menolak pengajuan permintaan pembayaran . oleh pelaksana. kegiatan .. 

apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, 
(2) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris N agori se bagaimana 

· dimaksudpada ayat (1), Pangulu menyetujui permintaan pembayaran dan 
· bendahara melakukan pembayaran. · 

(3) _· Pembayaran yang telah dilakukan - sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya 
bendahararnelakukan pencatatan pengeluaran. 

Pasal 30 

Pengajuan S~PR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1). terdiri atas: 
a. Surat Pe ntaan.Pembayaran (SPP); , ' 
b. Pernyataan ra,nggungjawab belanja; clan · 

. · c. Lampiran b' kti tr~nsaksi 

Pasal 29 

(1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
27 ayat (1) pelak.sana kegiatan mengajukan 'Surat Permintaan Pembayaran 
(SPP) kepada Pangulu. . 

(2) Su.ra.t Ped:nintaan Pembayaran (SPP} sebagaimana dimaksud pfada ayat (1) 
tidak boleh dilakukan sebelum barang clan atau jasa diterirna. 

Pasal 28 
v-. 

(1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan 
barus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya. 

(2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi 
oleh Sekretaris nagori dan di sahkan oleh Pangulu · 

(:3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhaclap tindakan pengel.uaran 
yang · menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan 
mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan .kegiatan di nagori . 

(2) Pengeluara,n nagori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk 
untuk belanja pcgawai yang bersifat rnengikat dan operasional perkantoran 
yang ditetapka.n dalam peraturan pangulu. .. . . 

(3) Pe;ng~na~ .biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran 
Biaya yang 'telah disahkan oleh Pangulu . 

Pasal 27 · 
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- 
·. (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Nagori 
.· (2) Bendahara Nagori wajib melakukan pencatatari setiap penerimaan dan 

pengeluaran serta melakukan tutup. buku setiap akhir .bulan secara 
tertib. - '•!. :. .. . · • 

(3) Bendahara Nagori wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan 
pertanggungjawaban. · . ." , · . ' 

(4) Bendahara Nagori sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) ·dan pajak 
lainnya, · wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang 
dipungutnya dari rekening kas n.agori sesuai dengan ketentuan perundang- 
undangan. . 

(5). Laporan pcrtanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
'. .disempaikan setlap bulan kepada Pangulu dan paling lam bat tanggal 10 

bulan be,tnya. 

I Pasal 36 
Penataueahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dirnaksud dalam 
Pasal 8.S aynt (2) ~ inenggunakan: 
a. buku ks.s umum; :,:~.., ) .. 
b. buku K0-s Pcmbantu Pajak; dan 
c. buku :?ank. 

Bagian Ketiga 
Penatausahaan 

. ,Pasal 35 

( l). Dalam halt Ba.ntuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten 
serta hibah· dan bantuan pihak ketiga yang tidak rnengikat ke Nagori 
disalurkanj setelah ditetapkannya Peraturan Nagori tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori, perubahan diatur dcngan 
Peraturan Pangulu tentang perubah.an Anggaran Pendapatan da.n Belanja 
Iiitgo;:. ~\ · ., 

··. (~U Perubahan APB- Nagori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diinformasikan kepada Maujana Nagori. 

· Pasal 34 

Pasal 33 

(1) Perubahan Peraturan Nagori tentang dapat dilakukan apabila terjadi: 
a. keadaan yang menyebabkap harus dilakukan pergeseran antar jenis 

belanja; .. .,,. .. , ' '·(· .: 

b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) 
tahun sebelumnya harus digunakun dalam tahun berjalan; 

c. terjadi penambahan dan/ atau pengurangan dalam pendapatan nagori 
pada tahun berjalan; dan/ atau ,,, 

d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis 
· ekonomi, dan/ atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; 

e. peruba~an mendasar atas kebijakan Pemerintah clan Pemerintah 
Daerah, · 

· (2) Perubahan ,APB~ Nagori hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) 
Tahun Anggaran, , 

(3) Tata cara pengajuan perubahan APB- Nagori adalah sama dengan tata 
cara penetapan APB- Nagori 

Pengadaan barang dan/ atau jasa di Nagori diatur dengan Peraturan Bupati 
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 32 

.. :. . . 
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(1) ,~aporl::m realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori sebagairnana dimaksud dalam 
PasaJ._ 3'7 d~n. Pa~a~ 38_ diin!ormasikan · ke_f'ada masyaJ,:~at s~cara tertulis 
don dengan/media inforrnasi yang mudah diakses oleh rnasyarakat. 

(2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain. papan 
pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. · 

Pasal 40 
.. 
I 

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
:t'~agori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3~ ~yat (1) merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari laporan 'penyelenggaraan Pemerintahan Nagori -, ,· 
. . ' . : . 

· Pasal 39 
·- ....... 

Pangulu menyampaikan · laporan perta.nggungjawaban · . realisasi 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori kepada Kecamatan 
untuk diverifikasi, setelah divcrifikasi disampaikan kepada Bupati Cq. 
BPMPN Kabupaten Simalungun setiap akhir tahuri anggaran. 
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Nagori sebagaimana dimakeud pada ayat (1), terdiri dari 
pendapatan, belanja, · dan pembiayaan. 

(3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Nagori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 
dengan Peraturan N agori. 

(4) Peraturan Nagori tentang laporan pertanggungjawaban realisasi 
. pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja N agori sebagaimana. 
dimaksud pada ayat (3) dilampiri: . 
a. format s Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Nagori Tahun Anggaran berkenaan; 
b, format Laporan · Kekayaan Milik Nagori per 31 Desember Tahun 

&-i.ggaran berkenaan; dan . . . 
. c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk 

. J-, "'1,T~g· - • . . . : ·:.(: .. "_(.., •.,TI. 

Pasal 38 

Bagian Kelirna 
· Pertanggungjawaban 

a.': Japor;m semester pertama; dan 
b.' Iaporan semester akhir tahun. 

(2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori 

(3) Laporan jalisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori 
sebagaim a dimaksud pada ayat (1) huruf a dlsampaikan ' paling lambat 

·· pada bul Juli tahun berjalan., · , ' · 
{4) Laporan s mester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b d.io~tnpaikan pa.ling lrunbat pada bulan .lanuar! tshun berikutnye..' 

Pasal 37 
. I 

I 
(1) Pangulu nb.enyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan . dan Belanja Nagori kepada Kecamatan untuk diverifi.kasi, 
setelah diverifikasi disampaikan 'kepada . Bupati Cq. BPMPN Kabupaten 
Simalungun berupa: 

. ' 

Bagian Keempat 
Pela po ran 

... 

. . ~ : -~ . ;, . 

.v (l) ;; ,~ 
it 
\'. 
~: 

(2) 

·· 'tt r ·. , · · 
];· 



\ 

I 
I 

-- I 

\11 

(1) Pemerintah Provinsi wajib membina dan rnengawasi pemberian dan 
penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Nagori dan Bagi Hasil Pajak dan 
Retribusi Daerah dari Ka bu paten kepada N agori 

(2) Pemerintah Kabupaten sebagai tim fasilitasi pelaksanaan APB-Nagori wajib 
membina, monitoring, dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan 
nagori. \ 
Dengan tugas dan tanggungjawab selaku tim fasilitasi pelaksanaan APB 
Nagori di Kabupaten Simalungun yakni: 
1. Melaksanakan Diseminasi, data dan informasi tentang APB-Nagori 
2. Membantu Tim pendamping Kecamatan untuk memberikan pelatihan 

Orientasi kepada tim pelaksanaan APB-Nagori di tingkat nagori, 
3. Menentulkan besarnya Dana Desa, Alokasi Dana Nagori · dari BHPRD 

yang ditJrima bcrdasarkan rumus yang telah di tetapkan. 
4. Melaksatlakan kegiatan 'pembinaan, monitoring dan mengawasi 

pelaksanaan APB-Nagori bersama tim Pendamping tingkat Kecamatan __ 
dalam setiap proses tahapan kegiatan. 

5. Melakukan. fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan 
masyarakat serta pihak lainnya dan mengkocrdinasikan pad.a Inetanei 
terkait. 

· 6. Mernberikan laporan kemajuan nagori dalam mengelola APB-Nagori 
kepada Bupati Simalungun cq. BPMPN Kabupaten Simalungun. 

(3} Pemerintah. .Kecamatan · sebagai Koordinator Pendamping /Pembina 
Pelaksanaan APB-Nagori di tingkat Kecarnatan yang dibantu' oleh Kasi PMN 
9rdalah sebagai pengendali dan pengawas dengan tugas dan tanggungjawab 

. sebagai berikut : .' . · .. 
1. Mensosialisasikan pelaksanaan APB-Nagori. kepada seluruh Nagori 

diwila.yah Kecamatan. ·· ~.'IL ... } 

2. ~-1cbl{sanakan sosialieasi untuk Tingkat Kecamatan yang fdipandu oleh 
Tim Fasilitaei/Pembina Kabupaten. . ... . · . 

Pasal 43 

;: ... 
I BAB VI 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

'. .. 1, 

1 

Format Rancangan Peraturan Nagori tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Nagori, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan 
Surat Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggungjawab Belanja, 
Laporan Realisasi Pelaksanaan APB-Nagori pada" semester pertarna dan 
semester akhir tahun serta Laporan · Pertanggungjawaban Realisasi 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 20, Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29 huruf a dan huruf b, 
Pasal 37 dan Pasal 38 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. · 

I 
I 

'Pasal 42 

{2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
. dan Belanja. Nagori sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan 

paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhlr tahun anggaran berkenaan, 

. (l) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 
Anggaran -Penq.apatan dan Belanja Nagori sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada Bupati Cq. BPMPN Kabupaten 

. Sin1.al1..1t).gun . inelalui camat ata.\..1. sebutan lain. 

Pasal 41 

I 

I - 
' 



. -~ 

Diundangkan di1 Pamatang Raya 
Pad». tangg.a1 :i~:i r'M:o.r~ 2016 

BINSARiSITUMORANG 

dto 

Pj. BUPATI smIALUNGUN, 

Pamatang Raya 
!}~ P,Y v ~ 2016 

. Ditetapkan di 
· pada tanggal 

,1, • ··.,1 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap or1' g mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini · d ngan penempatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten 

. Bimalungun. . , . . 

Hal-aal yang menyangkut Peraturan Bupati mi akan diatur selanjutnya 
dengan Kepu~san Bupati. · 

Pasal.46 

· Pasal 44 

. _BABVII. 
l{ETENTUAN· PENUTUP 

j:' 
i' 
" 

~ . ~ . . 
3. Tim kecamatan wajib membina., mengevaluasi, memvenlikasi serta 

mengawasi setiap tahapan dalam penggunaan/ pelaksanaan APB 
Negtirl sesuru. ket-en:tuan at».~1 pemtunm ~ oorlruru.. 

4. Melakukan kegiatan _monitoring dan pembinaan pelaksanaan APB- 
Nagori untuk pembangunan Nagori. : 

5. ! Memvcrifikasi Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan 
pelaksanaan APB-Nagori Seka:ligus membuat Surat Pengantar Kepada 
Bupati Simalungun c/q Dinas PPKA Kabupaten Sirnalungun. 

6. Membuk.t ' dan menyampaikan rekapitulasi seluruh laporan tingkat 
perkembangan pelaksanaan APB-Nagori secara berkala kepada tim 
fasilitasi/ pembina kabupaten dalam hal ini Badan Pernberdayaan 
Masyarakat dan Pemerintahan Nagori (BPMPN) Kabupaten Simalungun. 

',• ,, 

' 
~ 

~.: 
·i; 
i~- 
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}: 

; 

I 

{ 
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·~ 
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fi 1. f ' ll 
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... _ 

: 1.Undang-Undang Nomor 7 Drt ··Tahun 19°!56 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kabupaten dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan. 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 

2. Undang-Undang Nomor 17 . Tahun 2003 ten.tang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

. 3. Undang-Undang Nornor 33 Tahun ~-200.f!- ten.tang Perimbangan 
Keuangan antara. Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

· Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4438); 
4. ~ndang-Und~.ng Nomor 12 Tahun 2011 ten.tang Pembentukan 

eraturan Perundang-urrdangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahag Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 1"- 

5. Undang-Undang · Nomor 6 Tahun 2014 ten.tang Nagori 

Mengingat 

;':··:· 

· Menimbang : a. bahwa sesuai · dengan ketentuan Peraturan Bupati 
Simalungun Nomor Tahun tentang , 

I Pangulu rnenetapkan rancangan Peraturan Nagori tentang 
t. I .Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori ·{APB~Nag); 
b. bahwa Rancangan Peraturan Nagori ten.tang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Nagori (APBNagori). sebagairnana. 
dimaksud pada huruf a, telah . dibaha.s dan disepakati 
bersama Maujana Nagori; · 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Rancangan 
Peraturan Nagori tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Nagori (APBNagori) menjadi Peraturan Nagori 
.............. tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori 
(APBNagori) Tahun Anggaran 20 ... , · 

' . i; ! 

PANGULU , 

DENGAN RAHMAT TUI-IAN YANG MAHA ESA 

FORMAT RANCANGAN PERATURAN NAGORl( TENTANG ANGGARAN 
r-· PENDAPATAN DAN BELANJA NAGORI 

RANCANGAN PERATURAN NAGORI 1 . 

iCAMATAN KABUPATEN SIMALUNGUN 
NOMOR TAHUN .. . . . 

. TENT.A.NG 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGOR! 

. 'I'AHUN ANGGARAN . 

Pcraturan Bupati Simalungun 
'8 Tahun 2016' . 
Jl.l ~«:{et 2016 

: Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja 
Nagori Kabupaten Simalungun. 

Lampiran I 
Nomor 
Tanggal 
Ten tang 

: ;: 

: ~ .. 

.. I 
I ii tr 

!l ·1· .. •1 •· j 
. ' ,; 



·----. 

I 
. (Jimbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

. Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5495); 
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemcrintahan. 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan -Lembara...i. Negara Republik Indonesia. 
Nomor 5587) · sebagaimana · telah diubah dengan Peratnran 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 
tentang Perubahan · atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang .Pemerintahan Daerah '(Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor ~46, Tambahan 

. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 
7. Peraturan Pemerintah · Norn.or 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2·0-0s. Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor' 4578); · 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 .Tahun 2014 ten tang 
~eraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 
t~ntang Nagori (Lembaran Negara R.epublik Indonesia Tahun 
~014 Nornor 213, Tarnbahan Le.mbaJan Negara Republik 

. . 
Indonesia Nomor 5539 J; · 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Nagori Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dari Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia , 
Nomor 5558); . 

10. P~raturan Pemerintah Nomor 113 Tahuri 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Nagori (Lembaran Negara'. Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093 ); 

J.1. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun N omor 13 Tah un 
2006 'tentang Pemerintahan Nagori (Lembaran Daerah 
Kabupaten Simalungun Tahun 2006 Nornor 13 seri "D" Nomor 
13);. 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor .14 Tahun 
2006 tentang Keuangan Nagori (Lernbaran Daerah Kabupaten 
,Sirnalungun Tahun 2006 Nomor 14 seri "D" Nomor 14); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sirnalungun Nomor 17 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Simalungun [Lembaran Daerah Kabupaten 
Simalungun Tahun 2008 Nomor 17 Seri "D" . Nomor 16) 
sebagaimana telah diubah beberapa :·kali, terakhir .dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun -Nomor 3 Tahun 
2014 tentang Perubahan keernpat atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahu.n 2008 tentang 

· Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah '' Kabupaten ·-., .. 
Sirnalungun ( Lembaran Daerah Kabupaten SimaJ.ungun 
·Tahun 2014 Nomor 3 'Seri "D" .Nomor $..) ;· , 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nornor .. : .. ,Tahun 
20.l . .b. tentang Anggaran Pendapatan .. dan Belanja Daerah 
Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 20{.(, (Lembaran 
~aerah Kabu:paten Simalungun Tahun ·,.;.·.. Nemer . . . . Seri .... 

' ~omor .... ); · . ·~ 
: 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 26 Tahun 2006 tentang 
i Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah; 
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Taa.un 2006 tentang 

Tata Cara Penyerahan · Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota. 
kepada Nagori;' · , 

·;:-, 



Rp . 
-~! 

Rp '. . 

R.p . 

R.p ·.~ .. : . 
EJ2.,_ :·;: .......•. ,, •.. : !:'. · · 

·~-.,_ ·~ • Jr. r : 

c. Bidang Pernbinaan Kemasyarakatan, 

d. Bidang Pemberclayaan Masyarakat 
I - . 

. e. Bidang Tak Terduga · :~ii 

.Jumlah Bclarija · 

Surplus/Defisit 

... a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagori Rp · 
. b. Bidang Pembangunan Rp .. ·;; · '. : 

·-.. Rp .' .'· .. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Ngaori Tahun Anggaran ...... dengan 
rincian sebagai peri)rut: 
1. Pendapatan Nagori 
2. Belanja Nagori 

.Pasal 1 

RANCANGAN PERATURAN NAGORI .. 
TEN'rANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
NAGORI TAHUN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 
20 ..... 

Menetapkan 

I 
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Administrasi N agori; 
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 59 Tahun 2007 tentang 

Perubahan .Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

. 19, Peraturan Bupati Simalungun Nomor 12 Tahun 201.3 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 3 
Tahun 2·009 tentang Rincian Tugas, Fungsi clan Tata Kerja 
Pada Organisasi Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten 
Simalungun (Betita Daerah Kabupaten Simalugun Nomor 178); 

·20. Peraturan Bupati Simalungun Nomor .. :· ... Tahun 20 .... tentang · 
. J\+okasi Dana Nagori dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi 

di Ka.bupa.ten Sim.alungun Tahun Anggeran 20 ... r , (Berita 
(Daerah Kabupaten Sima.lungun Nomon ....... ); · 

· 21. Peraturan Bupati Simalungun Nornor ·"·)' Tahun 2.0.fllfo,.tentang 
Penghasilan Teta.p dan Tunjangan Pefuerintah Nagori serta 
'runjangari. Maujana Nagori di Kabupaten :simalu,ngun Tahun 
Anggaran 20.{lo {Berita Daerah Kabupaien Simalungun 
Nomo~_y);. . ·'-·. . . 

22. Peraturan Bupati Simalungun Nomor ., .... Tahun 20 ..... tentang 
Dana Desa di Kabupaten - Simalungun Tahun Anggaran 20 .... 

· (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor ..... ;'); , . 
23. Peratu.ran Bupati Simalungun Nomor ..... Tahun 20 .... tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
· rt_agori di Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 20 .... 

(Berita Daerah Ka bu paten Simalungun Nomor ) ; I . ,, 
I Dengan Kesepakatan Bersama 

MAUJANA NAGORI . 
DAN 

PANGULU . 
MEMUTUSKAN : 

-· r· 



BINSAR SITUMQRANG 

Dto 

Pj. BUPATI SIMALUNGUN, t. 

... . .:---- 

............ ···:· .... ' PANGULU. r 

Ditetapkan di · . 
pada tanggal . 

i' Agar r: or, dapat mengetah~i, memeri~tahkan_~engundangan .Peratur~n 
·. Nagon nu dal Lembaran Nagori dan Berita Nagori q~eh Sekretaris Nagon. 

:.:·. . ! J 
'. ~ . 

Peraturan Nagori ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
\J ii. I ;1 I 

Pasal 5 

··--- 

gun a 

Pasal 4 · 

'Pangulu meneta.fan Peraturan Nagori dan/atau Keputusan Pangulu 
pelaksanaan Per ran Nagori ini. ·, . 

' ' 

:{.· 
!i,: . 
[: Pasal 3 
:1, 
JLampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian :~: 
o/ang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagori id. 

Ii b. Pengeluaran Pembiayaan Rp '. · . 
I . 

\j · Se1l$1h Pembi~yaal'l t a - b ) "Rp . 
•I 

.•\ 

i! I 
" I Pasal 2 

:,., aian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan clan Belanja Nagori 
~Jbagaimana di~aksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Nagori 
ii 

;1 .. berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori 

·,. 

Rp J . 

·, ... l 

- ,~ .. , ... --- 
; .! Pembiayaan Nagori 

I 

;j a. Penerimaan Pembiayaan 



BIMSAR SITUMORAN"G 

Pj. BUPATI SIMALUNGUN, 
d'te>- c ;. 

( nama leng.!@Rl 

Sekretaris Maujana Nagori .. 

.. ( nama lengkap ) 

Wakil Ketua Maujana Nagori : : .. 

( nama. lengkap \ 
--··--··-· 

{ Nam.a lenp,~.1 

• Ketua Maujana Nagori . 
..................................... , ······························· 

Pangulu . 

Menyatakan bahwa: 
1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancan&~ Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Nagori (RAPB-N~gori) Tahun Anggaran 20... yang telah diajukan oleh PIHAK 
PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan 
yang terlampir pada Berita Acara ini, · ; 

2. PIHAK l'ERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RAPB 
Nagori Tahun Anggaran 20 ... sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita 
Aeara ini. 

3. Belanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan .dan koreksi atas RAPB 
Nagc-ri. Tl:!hu..-.i Anggaran 20 ... selaras .dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana 
tertuang padk catatan yang terlampir pada berita acara iin.i selambat-lambatnya 3 (tiga) 
hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini, .~· · ' ' 

4. PIHAK PERTAMA · akan menyampaikan kepada Bupati Simalungun untuk dievaluasi 
selambat-lambatnya 5 (lima) Harl kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini. 
Demildanlah berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam 

rangkap 2 (dua) untuk dapat dlpergunakan sebagaimana mestinya-. 

,· 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Maiijana Nagori 
..................................... selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA 

Sekretaris Maujana Nagori Kecamatan 4. (nama lengkap) 
\• 

Wakil Ketua Maujana Nagori Kecamatan 3. (nama lengkap) 

2. (nama lcngkap). 

Pada hari tanggal bulan tahun , 
kami yang bertandatangan di bawah ini : • 
1. (nama lengkap) Pangulu : dalarn hal ini bertindak untuk 

dan atas nama Pemerintah Nagori yang 
beralamat di : selanjutnya disebut sebagai 

.PIHAK PERTAMA 
Ketua Maujana Nagori Kecamatan 

Nomor: . 
BERl'I'A A.CARA 

I 
P~RSE'fUJUAN BERSAMA PANGULU .. 

DAN MAUJANA NA GORI . 
TENTANG 

RANCANGAN PERATURAN NAGORI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN,.TA 
NAGORI TAHUN ANGGARAN 20... \ 

Format 
PERSETUJUAN BERS.AMA 

: Peraturan Bupati Simalungun 
: lb Tahun 2016 

~ N.~el 2016 
: Pedornan Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja 
Nagori Kabupaten Simalungun . 

Lampiran II 
Nomor , 
Tanggal 
Ten tang 

. ;: 

. i . ' ,H 
it. 



Mengingat L{Jndang - Undang Nomor 7 Drt Tahun I 956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Surnatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58,. Tambahan 
Lembaran Negara Republik lnd?nesia Nomor 1092); ·: 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor. 4286); .. 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
{kembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
'DEbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. ndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 'tentang Pembentukan 
raturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
R.cpuhlik Indonesia Nomor 5234); · . 

5. Undang-Undang. Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagori 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenfa'n_g Pemerintahan 

I .r> ;.' 
J<1enimbang /;,,~:i b~wa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Bupati 

( /" Simalungun Nomor ... Tahun ...... tentang Pedoman 
/,,. Penyusunan Anggaran dan Belanja Nagori, Pangulu . L.-- · membentuk rancangan Peraturan .Nagori tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Nagori (APBNagori); 
a. bahwa berdasarkan pertimbangan se bagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b · perlu menetapkan Peraturan 
Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Nagori (APBNagori) menjadi Peraturan Nagori 
... : ....... , .. tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori 
(APBNagori) Tahun Anggaran 20 ... 

PANGULU , 

DE:NGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

------~) 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGORI 
TAHUN ANGGARAN 20... ·!r , 

PERATURAN NAGORI .. 
KECAMATAN KABUPATEN SIMALUNGUN 

NOMOR :.". TAHUN 20.\ . t, 

FORMAT PERATURAN·NAGORI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELAN1.JA NAGOR1 

Lampiran III: Peraturan Bupati Simalungun 
Nomor : {lb Tahun 2016 
Tanggal : (,'41,. ~re):' 2016 
Tentang : Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja 
Nagori Kabupaten Simalungun. 

.I 

\.! 
'I 

! 



I 

·I 

\ 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244,. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

. Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 
tentang Perubahan atas Undang-Undang .Nornor 23 · Tahun 
2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan 

· Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun · 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik I . • .. 
. Indonesia Ta.I:un 2005. Nomor 140, Tambahan Lembaran 

.. Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
~· Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

·· Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 
:tcntang Nagori (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nemer 5539}; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Nagori Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nornor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5558); · · 

.10. Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Nagori (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nornor ·2093 ); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sirnalungun Nornor 13 Tahun 
2006 : Tentang Pernerintahan Nagori (Lernbaran' Daerah 
Kabupaten Simalungun Tahun 2006 , Nomor 13 seri "D" 

· Nomor 13); 
12. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nornor 14 Tahun 

2006 tentang Keuangan Nagori (Lembaran Daerah Kabupaten 
Simalungun Tahun 2006 Nomor 14 seri "D" Nornor 14); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 
2qos tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 

. K~bupaten Simalungun · (Lembaran Daerah Kabupaten 
S~in~ungun Tahun 2008 Nornor J.7 Seri "D" Nomor 16) 
s bagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
P rraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahu.n 
2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaien 
Simalungun ( Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun 
Tahun 2014 Nornor 3 Seri "D" Nomor 3) ; · 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nornor 6 .Tahun 
201.4 tentang Anggaran Pendapatan -dan Belanja Daerah 
Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2015 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2014 Nomor 6 Seri D 
Nomor 6); r - • 

15. Peraturan Menteri. Dalam Negeri 1\1-omor 26 Tahun 2006. 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah; '!i ,, . 

16. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Ndm;r 30 Tahun ,2006' 
tentang Tata Cara Penyerahan .. Urusan Pemerintah 
Kabupaterr/Kota kepadaNagori; . ,, , 

17. Peraturan M~nteri Dalam Negeri Nomor i2 Tahun 2006 
tentang Pedoman Administrasi Nagori; 'ii · ·~~;. . 

- 



I; .. ' 

;,;~~~ t .,.. 

= . = = = = = = = :======. 

.. 
b. Pengeluaran Pembiayaan 
Selisih Pembiayaan ( a - b ) 

. 
'J(p . 

. Rp .. 
Rp : . 

c. Pembiayaan Nagori 
a. Penerimaan Pembiayaan 

= = = = = = . = = . == 
Rp . 

·-- Surplus/Defisit 
I 

I 

·, 
Rp ····· 

Tahun Anggaran . . . . . . dengan :: Anggaran, Pendapatan dan Belanja N gaori 
·:: rincian sebagai 'berikut: 

Pendapatan · Nagori 

Belanja Nagori 
a: Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagori Rp . 

b. Bidang Pembangunan Rp "(" · 
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan_ Rp . 

I ·. 

d. B~dang Plmberdayaan Masyarakat Rp 1· : _. 

e. B1dangT~ Terduga Rp : . 
Jumlah Bel~ja Rp .. · . 

Pasa1 1 

.18. Peraturan . Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 
tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 

· tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; · 
19. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 12 Tahun 2013 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 3 
Tahun 2009, tentang Rincian Tugas, fungsi dan Tata Kerja 
Pada Organisasi Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten 
Simalungun (Berita Daerah ~abupaten Simalugun Nomor 20); 

20. Peraturan Bupati slmclungun Nemer ... Tahun 20 ... tentang 
Alokasi Dana Nagori dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi 
di Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2015 ·· {Berita 
Daerah Kabupaten Simalungun Nornor 237); 

21. Peraturan Bupati Simalungun Nomor ... Tahun 20 .... tentang 
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintah Nagori serta 
Tunjangan Maujana Nagori di Kabupaten Simalungun Tahun 

;:,4\nggaran 2015 (Berita. Daerah . Kabupaten Simalungun 
Nomor 238 }; 

22. Peraturan Bupati Simalungun Nomor ..... Tahun 20 ... tentang 
Dana Desa di Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 20 .. 
(rerita. Daerah Kabupaten Sima:lungu~ Nomor ...... ); 

Dengan Kesepa.katan Bersama . 
MAU\JANA NAGORI .. 

DAN 
PANGULU 

MEMUTUSKAN : , 
'Menetapkan PERATURAN NAGORI , rENTANG ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELA:NJA NAGORI TAHUN ANGGARAN 2P is. 
i'' t ·' ' 



I.: 

BINSAR SITUMORANG 

.. ·"' Oto . ~~ .. - .. 

Pj. BUPATI SIMALUNGUN, 
~- 

' LEMBARAN NA GORI .. .. TAHUN ... NQMOR 

I 4 I t t e t " .. ~ .. I I e I • e • I • t I i t f • t t f I • t f '. t f f • f e t '" e t t • • 

. · Pada tanggal .. · ~ . 
SEKRETARIS NAGORI.. .. 

I 
~:,,, I ~· . 

· Diundangkan di. : . 

I 

I 

PANGULU , 
I: 

Ditetapkan di .. 
F>ada. tanggl:i.l . 

-; 

r Pangulu menetapkan Peraturan Nagori dan/ atau Keputusan Pangulu guna 
pelaksanaan Peraturan Nagori ini. 

• 1 Pasal 5 
Peraturan Nagori ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

I 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Nagori ini dalam Le~baran Nagori dan Berita Nagori oleh 

·· Sekretaris Na.gori 

~!M~ 
·_ Uraian · lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori 

:sebagaima.na = Pasal 1, tercantum dalam Iarhpiran Peratu;ran Nagori 
·. ini berupa. Ririci Struktur Anggaran Pendapatan dan 'Belanja Nagori 
.. I Pasal 3 

t !,amp~an-Jam~irr sebagaimana cllinaksud ~al~ Pas~\ 2 merupakan bagian 
t yang tidak terpisahkan dan Peraturan Nagon mi. , 
r 
' P~a.14 



at 

aerah 

N 

t... j 

KETERANGAN 

: Peraturan Bupati Simalungun 
: . fl> Tahun 2016 
: :;?4f..:~ 2016· 
: Pedoman t. Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja 
Nagori Kabupaten Simalungun. 

Lampiran IV 
Nomor 

.Tanggal 
'Tentang 



·!J.~~i_, \ 
J'• 

·---·- . 

KODE 
URAIAN JUMLAH 

REKENING Rp. KETERANGAN 

1 I 2 -3 4 ·; I 

-: ,2.1.2.3 Be an1a Modal 
i·' . - Kornputer I' 
;.2.1.3 '.i; :: :; Operasronal RT/RW 

2.1.3.2YI' Be anja Barang dan Jasa: 
- ATK 
- Penggandaan 
~ Konsumsl Rapat 

\ - dst ..................... 
,· 

2,2 .. Bldang, Pela1iianaan Pern~angunanDesa 
12;2.1 Der6aTkan Saluran lr1gasi 
2;2.1.3 Be anJ~ Mocta1 ~'. ··---·-·. semen '. . 

· Material .• - #<J 

- dtt a•uihh,iiOiB• ·~. ~ .. ) . ,~ 
.. ' 

' 2.2.1.2 .Be anJa Barang dan Jasa ·,. 

- Upah Kerja - Honor 
dst ....................... ·,:!. .•. •(! • ; 

12..2..2 Pengaspalan Jalan Desa 
2.2.2.3 Belanja Modal 

As pal - - 
- Pasir -- --- dst .... ~ ............ .. - ·- 

'· 2.2.2.2 Belania Ba rang dan Jasa ·- - Upah Kerja .. _ 
. - Honor ,,_ ,__ 

-dst.j ................... - 
2.2.3 Kegiatan ........................... - l 

,- 
2.3 Bldang Pembinat:n Kemasyarakatan ·- 2.3.1 Kegiatan .............................. , ................. 
2.3.1.2 Be anja Barang clan Jasa : \ ·- - Honor Pelatih 

- Konsumsi Peserta 
- ~lat Pelatihan 
- . dst, ...................... 

2.3.2 Keg,atan .............................................. 
?;.~.'1.2 ___ . 1~e~onja~arangdanJasn - . 1~ ·: 1vr.tsJcer penyanng uaara 

. . . . . - 'Honorl ,m ··~-- - (as'c .......................... ,• ,, 

1L,!),L - I Kegiatan ......................................... 
\ - --·--. .. 

·- I 12;4 11:110.011g Pemberaayaan MasyaraKar: I 

IL.,4.1 - 1Keg1atan ............................................. 
T.4.tl .tieTanJa ~arangaan Jasa - l1onor Pelatlfi. hJ . - .. 

. '· .~·- 
i-.-- Alat-dan sanen Pel.at1fian · .. ;,, -· ,. ' I - ·asr .......................... . 
IT.~ i K.eg1a~n ...... : .. ···· ............................ 

I - 



' BINSAR SITqMORANG 

Dto 
... 

Pj. JBUPATI SIMALUNGUN, 

TID 

PANGULU : .. 

DITETAPKAN DI , .. 
TANGGAL, . 

Pen,ge/uoron Pembjayaan 
· Pembentukan Dana Cadangan 
W'enyertaan Modal Desa 
JUMLAH (Rp.) ., 

,, . 

-. ._.. 

I 

! PEMBIAYAAN -----··- __ .... . ..... _ ·-----Lfp·-~ tfL,; _· <(h-'. -r 

mimoan Pemb/oyoon ;-:'"1.'-' -af;-' .· CL= ' 
~ . '"l · 1 - .. -'').'·] <"'1 ., 

Iran .. ffari·a,c~dangan , i:. '""· . u:v !. 

Hasll Kekayaan Desa y.ang dipisahkan ·' 
JUMLAH {Rp.) 

JUMf H BELANJA 

SURPLUS/DEF/SIT 

Didang Tak Terduga 
Kegiatan .. 
Belanja Barang dan Jasa ,. 
• 'Masker penyarlng udara 
• HonorTlm 
.... dst . 

3.2 
3.2.1 
3.2.2 , 

3. 
3.1 
3.1.1 
3.1.2 
3.1.3 

2.5. 
2.5.'.i: 
2.5.1.2 

~ ; 

2.5.2 Keg:iotan .. 

i .,. 

f 
·--·;OD.E ·-T---~----------,----J-U_M_LA_li ·,- 

t~F-KENl~~~ ~-·~..,._~~-U-R-A-IA_N _,_ __ .,_..~+---~-R-p_. _· -,---K-et_e_ra_n_g_a_n ___ 
. 1 2 3 4 

! 



... 

. ,i 

BINSAR S!TUMORANG 

Dto 

Cara penqisian-: 
.1 '. Bidang diisi dengan kode rekeninq .berdasarkan Jdasifikasi kelompok beianja 

Naqori. . 
Kegidtan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutari keqiatari dalam 
APBNagori. . 
icblo,p, 1 diisi dengan nomor urut · 
kolom. 2 diisi denqan uraiari berupa rinciari kebutuhan dalam kegiatan. 
I-.olom ·3 difai. denqari volume dapat berupa jumlah. orang'Y. barang. 

· 6, · kolotn. .· 4. diisi dengan harqa eaiuari yang tnerupakari besaran . uniuk: 
:membayar orang/ barang 

7. kolom. 5 diisi de_nganjurn.lah perkaliari aniara kolom 3 dengan kolom 4. 

Pj. BUPATI Sll't'.iALUNGUN, 

············································ 
{i 

Pelaksana Kegiatan 

................. , tanggal . I 
1, 
1' , I 

Disetujui/mengesahkan 
Kepala N agori 

/1 .... J_U_M_LAH_~(~R ..... P ..... ·l--.----------· -·-------~~----- ; 

4 3 2 1 s 

JUMLAH 
(Rp.) 

. URAIAN 'BARGA 
SATUAN 

R. . 

VOLUME NO. 

NAGORI KECAMATAN t; ................•.. 
. I \ 

TAHUN ANGGARAN .. 

! 1. Bidang . . ·;· . 
· 2. Kegiatan : ~ . 

:· 3. W aktu Pelaksanaan 

RENCANA ANGGARAN BIAYA 

:. Pera.turan··Bupati Sim~ungun 
·~ ~ i-t:Umn '.2t> i'6 
: ). L \\\Lt.rd; 2 0 16 
: Pedoman ''·HPenyusunan Anggaran 

Pendapatan : dan Belanja 
Nagori Kabupaten Simalungun. 

Lampiran V 
No met 
Tanggal 
Ten tang 

,'I. i' . 



,~: •. •.? • "•• M,,.;;'!';'" ... ~- ... -~-- "" :-..:. ,·.·:·,., ,.·_ •. _.<· . .-:~:-~···.' , .. --. ...• ~ .--.--= .. ·; ·-··-:····· .. 

Pelaksana Kegiatan 

....... .Tanggal .. ~- .. 
~·~···························· 

.Nagori 

Cara penqisian: 

Total Pengeluaran + Saldc-Kas 
Total Pengeluaran Total Penerimaan 

Jumlah 

' ,J. 
---.-::7 

~.;:v··.,. 

,1A_;~ 

: Peraturan Bupati · Simalungun 
:. ll, Tahun 2016 
: )1... !-\a.re,\- 2016 -···· 
: Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan _ dan Belanja 
Nagori Kabupaten Simalungun. 

•. 

Pindahan Jumlah dari 
halaman sebelumnya 

Lampiran VI 
Nomor 
Tanggal 
Ten tang 

FORMAT BUKU l(A.S PEMBANTU KEGIATAN 
BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN 

NA GORI.................... KECAMf..TAN , : , .. 
TAHUN ANGGARAN . 



BINSAR SITUMORANG 

Dto 

Pj. BUPATI SIMALUNGUil, 

t 
i; 

1. Bidang diisi berdasarkan. klasifikasi kelompok: 
2. Kegiatan diisi sesuai denqan. yang diietapkari dalam APBNagori 
3. Kolom 1 diisi denqari notnor urut. 
4. Kolom 2 diisi dengan tanggai transaksi. 
5. Kolom 3 diisi dengan. uraian transaksi. 
6. Kolom 4 diisi denqan jumlah. rupiah yang diterima bendahara. 
7. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah yang diierima. dari masyarakat. 

8. Kolom 6 diisi dengan nomor bukti trani;ksi. 
9. K~lom 7 .diisi dengan jenis 'penqeluaran. belanja baranq dan jasa. 

10. Kolom 8 diisi dengan jenispengeluaran belanja modal. 
11. Kolom 9 diisi denganjumlah rupiah yang dikembalikan. kepada bendahara. 
12. Kolom 10 diisi dengan jumlah saldo kas dalam. rupiah · 

/ 
•. 



··:,.• 

Li 

BINSAR S{XU~riRANG'· . 
. ,. ; ;-. :i 

Oto 

... 

,, 
'.! 
.n 

···--·-· 
-- 

···I ,, ,, 
\~ 
·:j ·., 

Petunjuk: penqisian: 
l, Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkari klasifikasi kelotnpok: belanja Naqori. 
2. Kegiatan diisi denqan. kode rekeninq sesuai denqari urutan kegiatan dalam APB,Yagori. 
3. Kolom 1 dengan nomor urut. 
4. Kolom 2 diisi dengan rincian penqqunaan dana sesuai rencana kegiatan. 
5. Kolom 3 diisi dengan rinciari pagu dana sesuai denqari rencana keqiaian. 

_'.! , 6. Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah. anggaran yang telati dibauar sebelumnya. 
'fl 7. Kolom 5 diisi denqan. rincian yang ciiminiakari uniuk: dibayar. ,. 
'.!] 8. Kolotn. 6 diisi ==: dana sampoi saai ini.; :i 9. Kolotn. 7 disi deng .n sisa anqqaran. · 
;:~ 

·; 

} . Pj. BUPATI SIMALUNGUN, 
-~ » 

Ii I I It Ir t t ... I• .. I I I It, I I t0 t I I I I I I I I I I I I •II I It 

Telah dibayar lunas 
Bcndahara 

Setujui untuk dibayarkan 
Kepala Nagori 

................. '!',1"114111111,., •••••••••••••• 

Pelaksana Kegiatan . Telah dilakukan verifikasi 
Sekretaris N agori 

................. , tanggal ········:············· 

---- 
JUML1TS!SA URAIAN PAGU PENCAIRAN PERMINTAAN 

ANGGARAN S.D:WG SEKARANG SAMPAI DANA 
LALU 

\": 

SAA~ R. R. (Rp. ,.. . R. R. 
'I 

'·'.i ~± ·i ---- JUMLAH -- 

'. StJRAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP) 
NAGORI .1 KECAMATAN . 

TAHUN ANGGARAN . . 
~ 1. Bi dang : .I..:.. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . . . . 
:.2. Kegiatan.: . 
t. 3. Waktu Pelaksanaan 
l, Rincian Pendanaan 
! 

: Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 

: Peraturan Bupati Simalungun 
: 8. Tahun 2016 
: ;z..~ ~et 2016 
: Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja 
Nagori Kabupaten Simalungun. 

Lampiran VII 
Nomor 
Tanggal 
Ten tang 



BINSAR SITUMORANG 

·, ·-~ 

Dto 

.. Pj. ~l!PATI SIMALUNGUN, 

·• ... ; 
4. 

. ;~ 

............................ .tanggal I . ·t : : . 
· · Pelaksana Kegiatan 

tJUMLAH (RE!}_ i . . -------"---------~--........_ ___J 

\ 

· Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, 
·. untuk kelengkapan administrasi clan pemerikasaan sesuai peraturan 
perund.ang-undanFan. ! . 

Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan sebenarnya . 

·--N-~-· -----;,-PE-~-E-2R_1MA I __ u_:A_N J__.u_~-~~A-H----1 

: 1. Bidan.g : ., 
· 2. Kegiatan : ·!· .•••..•••••••••...••••. 

···---·-. 

Caro. 
·; •.. penqisian: 
]! 1. Bidanq diisi denqari kode rekeninq berdasarka.n klasifikasi kelompok 
] belanja N agori. .,. 
j 2. Keqiatari ·diisi dengan kode rekeninq sesuai denqarc urutan keqiatari 
·) tialam: APBNagori 
-::\ .3. Kolom 1 diisi denqari riomor urut 
:i;. 4. -Kolom. 2 diisi dengan peneritna pembauaran .yang ada di bukii belanja 

. ~\ 5. ·Koloni-3 dii.si denqari uraian keperluari belanja 
i~ 6. k,olom. 4 difai dengan jumlah belanja 
A 7.· . barisjumlati diisi jumlah keseluruhari 
-~ . 
'ii 

Format Pernyataan Tanggungjawab Belanja 
P;ERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA 

NAGORl KECAMATAN . 
TAHUN ANGGAFAN . 

Lampiran vrn : Peraturan Bupati Simalungun 
Nomor : a Tahun 2016 

. 1'eil~al : ~l ~~ ~l) l ~ 
Tentang : Pedoman .Penyusunan Anggaran 

Penda.patan dan Belarija 
Nagori Kabupaten Simalungun . 

. ' 

·.·,. 
~' 

I 
I 

.I 

- ~ . - • i#MSUA 



. - - .. - - --------- - .. - - - - - ------ .. -- - -'~----.:.~~!I!!!!!!!!!!!!!~ 

'· t' 

. . .. ,~·-·········· ··- ., . 

BENDAHARA NAGORI, 

. . . . . . . . . . . . . . . : , tanggal . 

R . ! .. ·'. . ;· ... ; ... .' ~·. . :. : : ... : · .. : . . ", · ·. ".· . : ... > .":-: .: .. ~- 

. MENGETAHU! 
PANGULU, 

BUKU KAS UMUM 
NAGORI KECAMATAN ;·./;· : . 

. TAHUN ANGGARAN : . 

I ·JUMLAH I SALDO I No I Tgl KODE 
URAIAN PENERIMAA PENGELUARA NO I PENCtELUARA I REKENING N N BUKTI N KOMULATIF 

~ 

R. (RE.} 1· 2,-· 3 0 4 5 6 7 8 . 9 
.. 

Format Penatausahaan Buku Kas Umum 

Anggaran 
Nagori .. , 

,;/J, 
·,;; 

: Peraturan Bupati Simalungun 
<'.}, Tahun 2016 

: ,.21.. ~ 20i5 
·: Pedoman Penyusunan 

Pendapatan dan Belanja 
Kabupaten Simalungun. 

Lampiran IX 
Nomor 
Tanggal 
Ten tang 

JUMLAH 

,. 



BINSAR SITUMORANG 

Dto 

., Pj. BUPATI SIMALUNGUN, 

-•".<, 
,j). 
:·~ 

Cara Penqisian : 
Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas 
Kolom. 2 diisi dengan tanqqol penerimaan kas atau pengeluaran kas 
Kolom 3 diisi denqan. kode rekening penerimaan kas atau penqeluarari kas 
Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerirnaari kas atau pengeluaran kas 
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan. kas 
Kolom. 6 diisi denganjumlah rupiah penqeluaran. kas 
Kolom 7 diisi deriqari nomor bukii trafi.saksi ,'-- 
Kolom 8 -aiisi dengan penjuinlahon. komulatif pengeluaran kas 

· Kolom 9 diisi dengan saldo kas. 
Cata.tan: 
sebelum ditandatangani Kepala Nagori wajib di periksa dan di paraf oleh Sekretaris Nagori,' 

/ 



" . ··················~--··· 

··.··············, tanggal ····· . 

·BENDAHARA NAG-OPJ, MENGETAHlJ-I - 
PANGULU ~ : , . 

No. TANGGAL URAIAN 

~ 

PEMOTONGAN PENYETORAN SALDO 
R. (Rp.) R. 

1 2 .3 4 I. 5 
- I -.1 

f/.". 

I ,v 

.,.:.!·-:-' 

. . BUKU KAS PEMBANTU PAJAK 
NAGORI::·.·: KECAMATAN . 

TAHUN ANGGARAN . 

- 

Format Buku Kas Pembantu Pajak 

-······· 
Anggaran 

Nagori 
,I·"'\ 

: Peraturan Bupati Simalurigun 
8 Tahun 2016 
.2.{. M.ttrf:I:, 2016 

-: Pedoman Penyusunan 
Pendapata.n dan Belanja 
Kabupaten Simalungun. 

Lampiran X 
Nornor 
Tanggal 
Ten tang 

; 
; 
j 



" sv 

-~ .. -· -- +=r«: 

·t 

~.:---··. 

BINSAR SlTUMORANG .- 

Dto 

Pj. BUPATI SIMALUNGUN, 
_:-·. __ ·. 

I 
,i; 

J:;ara Penqisian : 
Kolom Ldiisi dengan nomor urui penerimaan atau penqeluaran kas pengeluaran· 
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan. atau penqeluarari kas'pengeluaran 
Kolom 3 diisi dengan uraiari penerimaan kas atau penqeluarari kas 
Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan. kas: 
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas. 
Kolom 6 diisi dengan.. saldo buku kas bendaha~a. 



:-:-,.'.':'·-· """"· - • •• · ., .•• ._,, 1""':" ~-.-,.~. 1:·~·-.' • '• 

. . ... _ · ......... ~~- .. -. ·-:--:: .•. ::-.- .... - .--.~- 

.............................. " ... .......................... It.· - f -~ ~~ 

... ······ , tanggal . 
BENDAHARA. NAGORI , MENGETAHUI 

PANGULU , 

No. URAIAN 
TRAN SAK.SI 

B"f:...TKTI 
TRAN SAK SI 

TANGGAL 
TRANS.A.KS 

I 

PEMASUKAN I- . PENGELUARAN 
SETORAN BUNGA PENARIKA PAjA.K BL4.YA. 

(Rp.) BAtvK N (Rp.) ADMINISTRAS 
(Rp.) (Rp.) I (Rp.) 

BULAN 
BANK.CABANG 
REK. NO. 

, 
,•;' 

BUKU BANK NAGORI 
NAGORI , , KECAMATAN ; . 

TAHUN ANGGARAN . 
' ' 

Format Buku Bank Nagori 

SAL DO 

Anggaran 
Nagori 

.,..:. ...... 

,fl 
:~ 

.. 
: Peraturan Bupati Simalungun 

·: a. Tahun 2016 
: .:a tv\ix.rek 2016 

·: Pedoman Penyusunan 
Pendapatan dan Belanja 
Kabupaten Simalungun. 

. Lampiran XI 
··Nomor 

·Tanggal 
· Tentang 

» .... 

• . 



··· .. ··::•-.-~ 
... ""'!-':··7.:.:.,._-·..;;._. 

BINSAR SITUI\IORANG 

Dto 

Pj. BUPATI-SIMALUNGUN, 

I ,-.;· 

Cara Penqisian : 
Kolom Ldiisi dengan nomor urut pemasukari dan pengeluarandengan Bank. 
Kolom 2 diisi dengan J~nggal trarisaksi Bank. 
Kolom 3 diisi dengan uraian transaksipemasukan dan pengeluaran. 
Kolom 4 diisi dengan bukti transaksi. 
Kolom 5 diisi dengan pemasukari jumlah. setoran. 
Kolom 6 diisi dengan pemasuka_n_jumlah bunqa bank.. 
Kolom. 7 diisi dengan periqeluaran. jumlah penarikan. 
Kolom. 8 diisi denqoripenqeluarari jumlah. pajak. 
Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaya administrasi. 
Kolom 10 diisi dengan saldo Bank. 

; 
i 

; 

I 



I. 

\ I, 

i . ·, 

-,..----·- I 

KODE ! URAIAN JUMtAH JUM~A LEBIH/ KET. 
REKENI ANGGAR H :; KU RAN 
NO - AN REALIS G 

(Rp.) ASI (Rp.). 
.- . (Rp.) .........__. -· -· 

.. :-· 1 2 3 4 --· i PENDAP.A.TAN ,·,. - 
1 1 Pendaoaian Asli Naqori ___ ... _ 

1 1 1 Hasil Usaha 
l ·1\ 2 Swadaya, Partisipasi dan ... 

, I I Go tong Royong 
1iT 3 I Lain-lain Pendapatan Asli 

Nagori yang sah ·- -· .i 
1 2 Pendaaatan. Transfer '• 

1 2 1 Dana Nazori 
1 2 2 I Bagian' dari basil pajak 

&retribusi daerah 
i _: k,;1.bu2aten/ kota . · . 

. 4f2 3 I Alokasi Dana N agori 
1,2 4 _f Bantuan Keua:ngan 
1f2 '4 1 Bantuan Provinsi , . 

. 112 4 ? Bantuarr Kabupaten / : I . -- -+--J- _ _!;01!..L __ ;.. ~ I . . - 
. _ _J . . 
_l~_\ :J_}>endapatan Lainlair: 

1 3 1 r- I Hi bah dan Sumbangan ... - I I dari pihak ke-S yang ,, .h-., 

~ i tidak menzikat . ·. 

3 2 I Lain-lain Pendapatan _ _J_ ttr-t~or~ sah ·- 

__ · JUM~AH PENDAPATAN !; 

! \~?S..~ }'·. 
1,; ___ _J__LJ 

----·- 

l,APORI\N REALISASI PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGORI 

SEMESTER PERTAMA 
PEMERINTAH NAGORI .: 

TAHUN ANGGARAN . 

: Peraturan Bupati Simalungun 
: & Tahun 2016 
: Q.l M0,f"d 2016 
:· Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja 
Nagori Kabupaten Simalungun. 

l (2) Format Laport Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
N{;\60:ri ~ 

, J.. Laporan R alisasi pe.laksanaan . Anggaran Peridapatan dan Belanja 
. Nagori (Se ... rester Pertama) . 

Lampiran XII 
Nomor 
Tanggal 
Ten tang 

'_J_. _,__,,,,,,. 

I : 
I 



I 
l 

2 1 4 2 BelanJ.a. Ba.rang dan Jasa 
I - ATK!° ~-- ·--~---....;._'---------+------+-·-----+------+-----, .. ~ ___ ..____ - Penggadaan. ±1 .. I . = ~~~~~~'..~~~~~---· ._ .. _ .. _. ·-i------+-·------------1 

·i-· ~ .. -, ··-- .. ---------------·-----+-----+----'---+---'-" ·--~ j , 2 : 2 j1 Bidang Pelaksanaan r, I I· Pembangunan Nagori 
i . 

I u_~.__ , 

····~-. -- l--•+----+---+-------------------+-~-----i-·~---1------t------- . 2 1 4 Operasional RT I RW . ··~ .. 

I
:.;.~-· ·-· j·: 

' 

------~---·----------_._ ........ _ 
...__._....! __ J - Penggandaan 
--1 - Konsumsi Ra.,,_E§_a_t __ __,.-+-1-------i------i-------t--- .. - 
1-

-,---i---l- I .:. dst . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,_ ...L:.. ·-+-------+-----+-----+:------- ·- 

2 1 2_ 3 Belanj a Mod al 1--=--i--:.:::.L...':,e.j-.-::.+.-=...:.::.:=~=....:::..:.:=-------+·--'------+--------t-----·-+--- ·----< 

: ·.;~1 __ ::tt-~- - Komputer 
" , . -!--{-'..:_Mej~ dan Kursi . 

·,, !.: Lj __ \L--.- ~ !~~~~.~~~ .. hJ __ I - ·-:-·-- 
:: i\: , _J_-+-+-------------+-:------l------+------+----1 
ii · ! .2....J.~_3:.L--1-,:0::..1pc..e.:::n:.:a:::s:.:ib.::.:n::::a:::l:..:·M:..:..:.::::a:.::u~dan=a:::.__......,..-+-----+-----11-------t------, 

~~1.~3~t--=2:,+-;:B~e~.l=an~~~·a=-=B~ar==an:::ug~d=a=n~J::..=:as='a~·-+---~-+------i-----"-+------1 
-ATK 

..... ---~A.tr, Listrik,dasn Telepon 
1 1 · - Honor .-1,-_...::..;;..~~---------+------+---.~.---t---·-·--l------ 

... dst ~ :. """'. -1--------1-----, --·~-1--.i---...:.=-.:__ -+---~·---t--- - 

';:}! : 
• .'.-l 

·.=i:,; . J 

·~1~~· . i ·) 
j ·~. . : ·r·.-· 

- Pakaian Dinas 

,, ., 
~ 

- Alat dan 
Kebersihan - ---1-1-1--c.;..;..;;....;___..;___; -+- --1-------lf------l 

- Perjalanan Dinas ' \::, l--+-+--·1--~-~~-t=-~;..:..=__;__; -l--'-------1-----l-----'--l-------1 
- Perneliharaan 1--+-+--+-+--'--..;;.;.;.;..--'---------+------t-~~·--+----~-----l 

Bah an 

dan 
~ Benda POS ---~--+--=_.=:;__;~,:__---------t-------1------+------t------i 
- Pakaian - Dinas 
. , I Atribut 

- Tunjangan Maujana l--+-+-+-4-------------~--~---1-----~---+------1-------,--·--·- 2 1 2 Operasional Perkantoran ----'-i-------- 2 1 2 2 Belanja Baranz dan Jasa . ~f----M- ...._ +------+------1-----,---t------j 
- Alat Tulis Kantor 

)f ~ I ini=~enyelen~~=-- 
, ,_ · __ .__j_J Pemerin.tahan Nagori 

2 1 1 I' Penghasilan Tetap dan · 
·· ·· · · Tunianzan 

2 1 1 1 Belania Pegawai: 

-r .. ::~iil":an p~:._i __ ~-----1-------1----1 
- Tunjangan Pangulu dan 
Perangkat 



- . ; .:1t_,.. ... 

J 
I 

f.1t'L .... _ 

1 ·2 
1 
4 2 l iKegiatan........................ ·~:.~._ f. 

L_~:·-~' 0~_ .. _. ___. _.__ _,_~----'---___J 

·r . 

: - dst .. c "~·- ._ .. _ .. _. ·---+-----1------+------l------l 
l' 

------+------j--·- 

~- ··-· .. 
. Pengaspalan j alan 
Nagori 

·. ~ 

; . ~ . 
. ;" 

-. ) ·. 

I. 2 2 --~-:.:."i -=3~B~e;;.;;.lan=ji.;;.;a;....· :-M..;~o;.,;;d;;;;.al;;:.;: -+""",-----+----.,;---'-,+-------r------1 
.· -: , -Asnal . ---i-f--+--+----"'---,.------~----------r------r-----------~ ; :;. · -~· _1 .,.. - Pasir 
:; !.'. . · 1. .· ·- dot .. . 

1 ---l----,~~--~-----------~~------i------1------r- 
.f . l I ---~---------·-+-------1---~'--+-----t-·-'---; 

~ 

, r I Kemasvarakatan 21.~3[ .1/ Ke_ .giat.c1.n Pembinaan · 
. I I l Ketenttama.n dan 

., \1-1- Kctertiban · 

.1., 31 J.) 2 Belan a Barang dan Jasa: '.'.: . '-- -+-~- " Hom >r Pelatih if ~~ --: ~-{~-~:;;-:1-~a-ti-'han- 

[I tt~dst :.... . . ~t :~bl,-~~~~-p-~-:-~-~-~-.~-~-~-~- .. -;.- .. -.~---~~----~-----~-:-- 
: 1--,..:,_ 1 Ma~yarakat -r------·-t-----+-----+-------l 

2 4 _ 1 \ Kegiatan Pelatihan Kepala 
Nazori dan Perangkat :-t-'t--t·---t------'-------'"'-----t---------+--------t-------+---~ 

2 4- 1 · 2 Belanja Barang dan 
· , Jasa: ~ .. . .- 
1 "'T"~----~· ~----------~----+-------1---;.~--1-------+-----I 

1 - Honor pelatih , 
1t--+--i-1-t-_-K_o._n_s_u_rn......_s_i --+-~.----·-~·------+----------1 
_____ ,___ -'-·------1-----+-----+-----1------i 
~f--+---+-+-_-_B_ahanpelatih_an ---1,-----+------1----~ 

2 2 2, 2 ·BelanJa Barang dan Jasa 
;,. L~ 

. J .· ---1. .. -f--1--r----U ..... ~_ah.· __ K_·_e!J....,·_a -+------+----.-t-------+----1 

.. .fr ·· ,.. Honor . -: ~,-' 
,; :'11---l-~-1----!-,--. -d, ,$,-,t ••• - •••• ·-.·.·.-• .. ~ ... .: .. .: •""'" "' "_' -+-- \ I. ·.:J:_,1:-Y 

- \i't'·r/ r 

fl--,2-+ ....... 2.~i-+--+_~ ....... - baiksn..;....,· ........... • ~· ...;..Sru:~:uran-=····. ~· _ l __ rita............_:&-"-. "+-'' ";._;_ .. -· __ - - ;.;...;..-- ~--F---- .. -· ·----·: ~··!-'· ·--- --- ... --I ... r-------1~·---1 
. 2 2 1 2 Belania Ba.rang dan jasa ·---------- +.J-+·-· - l}p_ab_. K_e_·r~j'--a_· --,----t---··----~~·.,------+-----1 
; · - Honor · .--,-t--+--t----,-,--------+-----1------r----~-+--------1 

.. dst .. ,\ ;... 

1. 

,.-,..---+---t-'.~----------~'-------~-------+-----+----~i------1 
· ~ ~~ -~~. Belanja Modal ,, 

- Semen 1 
/ f--+--~ .. ~--+--~-----------+------t-----+-----+---·--; · ·.- Material ' :, ~-~--~ I . 

j O . N dst,•00000000000 ~· - - --- -----------·----------------t----- 
!l 
] .:.:, 2 2 '? : fi . ... .. ,J "' 

~ .: '.~'. 

·•-;:· .. --.~.:· ...• -.,-.·· .... .c--gJj,..:.a....J • ..._ ...... , __ ..........,.'!'IWl~fl'IV'.'.'!!.C..:..1,2,....::::»rt, .. a!J,CAIZ£lLJIJ!l.lWF..~~lmiCl~IIM .. -wu,i,4-u _ 
.: ! 



·,·, 

-~ ,, 

.;,· 
:~ . , 
:,, 
,: 

) 
.. ,, . 

-BINSAR~_SITUMORANG 

Pj. BUPATI SIMALUNGUN, 

( '. :·.··· .. : ) 

········!··········•t••···· 

DISEiUJUI OLEH 
PANGULU 

.. . . J 

i~ 
( 

·j 

I~ .. 

I I 
- '----~.-1-~---.:._---------1-----~-----+-----t-----1 
3 j PEMBIAY AAN 
3 1 L_ . Penerimaan Pembiayaan 

It !} ;I ~~;!ran Dana 
· ·• · _ ·- __ ... Cadangan ::1 .· ~:::.:=:::::=i::~:..._--------1-----+-----+-----+-------, 
!I . 3 1 3 Hasil Kekayaan N agori 

, . Yang di. pisahkan -----1-------1-----+------ 
:-~- __ _I_ __ L.~!--JUI14~ __ (.BPJ..--,------1-------~--+-----,---+-------, 
1 

.. J · I .. · .·t·J · ~ · -----+-----+------+-- __ 
3_1_~ ._:... _J Pen{feluara:n. Pembiayaan 
3) 2 _1 _· '-Pem~eritukan Dana 

'--''---'---'· Cadangan 
3 2J 21 Penyertaan Modal Nagori 
~-'-·1~-0:!.~_M_L_AH_._{~R_P_,_}-'-----1-----;'-----t------+----1 

_LJ_ .. .,__ __._ __._ __. _ 

·~:~~-·~ . 
r 

- _ ... _ . 

Dto 

'l'TD 

~ 
.). 

:( 
,!,:i 

·• .'i, 

· JUMLAH BELANJA l--+-+-!f--l---+------·~-~-------·-f-------1------;---~ I ----- __ ,_ -· SURPtus I DEFISIT 

·;1, 
':, 

2 5 2 Keziatan : . 

·-+------+------+-------- 

1. l - ...... - 

I l 
•· I [L · r L · · ----+----t-----1----'--' ~--'-----! 

'. 2 I 5 ··· _ _J Bidaru: 1'ak Terduaa ·r d- Biasa · · ··'. I 2 5(12 Bela::1.ja Barang dan 
_ Ll Jasa: · 

1~T+· / - Honor tim 
I - Konsumsi .. ....__~. f---,f-----'---------+-----''---+-~-----1-----+-·------i 

- Obat-obatan 
-dst . 

i 
i 
I - 

I 
j 



! . . ... ! . .:: - .,. ' 

KODE URAIAN ~TUM LAH J'UMLAH LEBIH/ KET. 
i?£KE·~··1I ANGGAR REALISA KU RAN 

'NG AN SI i G 
.. (Rp.) ...@E:) (Ro.) 

1 2 -:i 4 v -----· ~l_l PINDAHAN SALDO 
(SEMESTER P~RTAMA ) • --- - 

l . ' I 
I PEN:QAPATAN ·.: 

1-- 4-l c ·--·- ~-----i 
l. t1l I Pendapatan Asli Nagori +- 1 Hasil Usaha 
11 1 2 Swadaya, Partisipasi 

. -J-/3 danGotonz Rovonz 
. Lain-lain Pendapatan 
Asli N azori yang sah 

,___. - 
I Pendapatan Transfer 

·- . n i ... L. ,___ 
1 2 1 Dana Nagori 
1 21 ~1 . Bagian dari hasil paj ak 

\ &rettibU:si daerah I 

. I . kabupaten / kota 

I r. 2 3 Alokasi · Dana Nazori 
1 .2 4 . Bantuan Keuangan - ·- 

; 

1 2 4 1 Bantuan Provinsi " 

1 · ?. ··J r, B ti" Kab / . ,,.,. · ·'. '.",:1 .. ·:·, .,n.n .Lan. . upaten '· ~±±=f Kota. · · . ,~ 

-- • 1 • ·- 
1 3 ,_ P7nd<:7.natan Lain lain 
J. 3_ l H1ba1f dan Surnbangan 
~I j dari pihak ke-S yang ·, ,, 

'--'- I i tidak menzikat · 
1 j 3/ ,~ · J Lain .. Jain Pendapatan - ... 

' 
, .. 

-~---'. · _ Na._9ri yang sah _J-t. ·.· .JUMLAH PENDAPATAN 
·:,;. 

;, 
., hl : I BELANJA · I ·- 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJ.A NGORI 

SEME$TER AKHIR TAHUN · 
PEMERINTAH NAGORI .. · . 

TAHUN ANGGARAN .... i • 

Format .Laporan Realisasi Pelaksana~ Anggaran Pe:1dapatan dan Belanja 
Nagori (Semester Akhir Tahun) 

Lampiran XIII: Peraturan Bupati Simalungun 
Nornor : S Tahun 2016 
Tanggal : ,,,U. M.M"et 2016 
Tentang : Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja 
Nagori Kabupaten Simalungun. 



"··-":,.· ':" ;._.· ,·. 

' 
c -'·, 

. , ,. 
-;/. 

. 2. lj · I . Bida'f.! Penyel.enggcu:aan 
., 

_ - . · Pemetiniahari Naqori ·- .... - 
! 2 J l I JI_ - · I ~enJ?la~ilan Tetap dan []]J-t ·runJangan · 

· ·. 2 
1· 
l _:Wel9J1.i.a ~~gawai: -- I f J · , Penghasilan Tetap I · · _ · _ . Kepala . N agori dan, • _ · ---f ~ Per~gkat - . 

r . I] . Tunjangan . Kepala _ J . - · . Nagori dan Perangkat . 
.• · - Tunjangan Maujana 

2 J 2 Operasional Perkantoran 
2 1 2 2 . Belania Baranz dari J asa ., .. 

-Alat Tulis Kantor .__ '-- --- 
l- - Benda POS . 

-Pakaian Din as dfan ' 
I_ Atribut 
I - Pakaian Dinas -~ ·- -t -Alat dan Bahan f)f 
I _, 

,. 

Kebersihan ' 

'--· - Perialanan Dinas 
I - Pemeliharaan -- 

- Air, Listrik.dasn :;l; - Tel( roon 
.- H01 aor 

. ; __ j_ I . dst ...................... , 
i 

,__ 

21 1 2 3/ Belania Modal 
- - Komputer 

··. ,.;. I - Meja dan Kursi 
~:..l.: Mesin TJK ~ J±0dst ................... :.; .... , 

. 2 ~ Operasional Mauiana . 
-:-2' 1 · 3 2 Belanja Barang dan Jasa .. ---- 

- NfK ' 
. 

I~ ---- - Pen zzandaan - ,___!_ ~-~ .: Kon sumsi Rapat ' 

1. - dst ........................ 
2 1 4' Onerasional RT I RW ··- 

2 1 4 2 Belanja Barang dan Jasa 
~'7"" ~- ... 

J-ATK ± Pe.nggadaan . ·.-- 
Ko1!sumsi Raoat I . ... ~- .... -- 

\.M· ~~~••••••••••••••••••••••••••• 
.; 

- -- -'- __ J- ' 
' 

2 · 2j / / Bidahg Pelaksanaan 
. - · · · Pe1nlliangunan N agori '! I 

·:_. . 'r·.. I ;-:: . . . 
-,.~-L-. -~L-,--~----,-- ;.-·'Si 

··-,-----~-------------------~------ - !, . :! 



·~'---------~~~~------------------------------- 

- Bahan pelatihan · 1 ,__~~-;--+---C..:,c-'--..c..:....;~::;_----+-----+------1-~---+----~ 
-dst ... J .••••..•.•....... 

-Kon~umsi 

--i-----f--·---l 

I -r • t-1,.- :~·::..:.::= .. an= .... :...::...~..;:,,::~~-=~~=~~=~"'- .. -~_:- __ -_-~~~:====-·;__· ========- .. ---~--l 

' :1 · ,.. 2 . 3 21 ~S.:egiatan .. J . ' -.-·~1·-·,--- __ .,,_ . ' ' ' ---------·- 
?., 4 \ Bi<lang Pemberdayaan 

' Masvarakat 1~+-+-+---1--'-'c.,...;:.:.::;_.;..;....;.~-------r--·---'--t-----+-----t---·~ 
2 4 1 Kegiatan Pela.tihan 

Panzulu dan Peranzkat 

2 1 3 Bidang Pembinaa.n 
__ / Kernasyarak=-=a~t=an=----+-----·+-:----'"----,------+------i 
2 J 31 1, I Kegiatan Pembinaan 

I I \' [ Ke ten~ainan dan I I , Ketertiban ,-iltii 2 BelanJ._a_B_ar_a_n_g_d_an·---+-------1---------------·- 

~ 

· · .Jasa. ] 
-- r- • • -: Honbr Pelatih 
_ -Konsumsi 

2 2 ·2 3 Belan}a 'Modal: 1 1....,...:..-i--,..;~_;.+--l---~~_;_;_---------+--------t-----'---+-------i----1 
' \ -Aspal ._,_ ,__. --P-a-s_i_r------·---~----'---!-1 ----------------{ 

1---1--f--! -_d_s_t_ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _. __ , ~·----~-----+---··~~~ 

.f'· 

2 4 1 .2 Belanja Barang dan 
,_....._.__(_ Jasa: 

- Honor pelatih 

K • I . egiatan .. 

<dst.I . 

2 2 21 Pengaspalan jalan 
Nazori 

. .• . , ...... __ , .~.:.~~ Ker,i!,.;;_a;__ ·-+------+-----+-----;-----1 
i . . 

M Honor , 1---!-+--•\--.f---.;..._,;=A~:s..:.;,;._;_ -+- __ ----·-t-------t----~·----~ 

2 2 1 3 Bclanja Modal --------·--:----·· --+-----1--------1 
t: s , •.. 1 .. _-_, __ e_.m~~-e_n . ...,._ 1--.----------1-----~ '--·~"":"---1--:-1 ·- 

i' , - Material .___ ----t---1--------·-·-----i-------------+--------1------1 
" dst . ~--i---·-:--t--------~-------1--------+---------~---+-----l 

. 2 2 2 2 Belnnja Barang dan Jasa . 

- Honor: ----·----1------~------t-------,----i - dst ............•....... 

'] 

- Upah Keria · 

-----l---·----" .... i'--. -1--·----+-·----i ~-:-~~ ~ Pe.rbJan Saluran Irigasi .. 

.. 1.-:; 



i' 

BINSAR SITUMORANG 

Dto 

. 
... ~-- 

Pj. BUPATI SIM4,LUNGUN, 
\ 
1 

! ~ 
!' 
i: 
ji 

-e-, .. 

DISETUJUI OLEH 
PANGULQ'. . 

ITD 
( .) - 

I . 

i 
It 
1 
i 
I . 

t 

. 1 · 

I 
·1 

l 

I 

r-1-1--r, . · I 

I I I I I . 
.. I 

I ~ff: Kezia an ................ : ... 
I .. ~ ' .. ·- - 

---L- _.,.I____ . -- ·- 2 5 i Bidanq Tak Terduqa ,, 
·- r-: 5 1 Kegiatan Keja.dian Luar 4 

Biasa .; . 
2 5 1 · 2 Belanja Barang dan ,;• : 

j 

I· -+-· Jasa: ---- ----l I 
-Honor tim --rl -Konsumsi • 
+Obat obatan 

=±± -dst ... ..................... . 'i° -- 
2 5 2 l(e~ia:t;an ..................... ·- 

,_ 

·-.---' JUMLAH BELANJA ---- -- ·. 
- 

SURPLUS I DEFISIT I 

-1- . .-- ,__ -- 
~ PEMBIAYAAN i 

3 1 Penerimaari Pembiauaan 
711 hJ. SILPA 

. -~~11 2 _ · Pencairan Dana 
_:__J_ ,...:._. Cadangan . 
3 lJ 3 ·1 Hasil :;tekayaan Nagori 

t.; ~J __ Yong <lli Eisahkan !. 

1 .. J 
1 

_: ,JUMI,AH {RP) 
. . . I . . 

· 3 ·2 ·, l Petiqeluarari . ; t Pembia)iaan 
3 . 2 I Pe.mbentukan Dana 

. . Cadangan . 
3 22l__ Penvertaan Modal Nagori .. ____ 1 JUMLAH ( RP ) 

LLL I.· .. • ·' 

I 
I 



3. 

t •• 
4 

1. Undang Undang Nornor 7 Drt Tahun. 1956 tentang 
.Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kabupaten 
. dalam Lingkungan . , Daerah Propinsi . Sumatera . Utara 
(Lercbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 
58;. Tambahan Lembaran . Negara . Republik Indonesia 

. , Nomor 1092);. 
pndang-Uhdang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
I Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4 7, 
"Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 
.4286); 

· Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah [Lernbaran · Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tartiba?~l'.l Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); f. 

. -b, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a perlu membentuk- Peraturan Nagori 
.................. ten tang laporan . 

. 
a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Bupati 

Simalungun Nomor : .. Tahun .. . . .. ten tang , 
Pangulu wajib menyusun Peraturan Nagori tentang 
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi 

I t Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Beianja 
·· Nagori Tahun Anggaran 20 ; 

. 
PANGUIJU , 

biNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

I 
1 

i 

I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
j 

:! Mengingat 

II 
I, 

\I 
!I 
~ 
l 
l 
I 
l 
l 
l 
l 

· LAPOR.Al"\l'· ~ERTANGGUNGJAWABAN ~~ISASI PELAKSANAAN . 
i)NGG11RAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGQRI.. ....... 

. I . TAHUN ANGGARAN . . 

,,1 ,. 
RANCANGAN PERATURAN NAGORI :. . 

. NOMOR TAHUN . 
TBNTANG 

.;) 

PEMERINTAii NAGORI \;: . 
KECAMATAN· . 

KABUPATEN . 

PELAKSANAAN REALI SAS I PERTANGGUNGJAWABAN 

Lampiran XIV : Peraturan Bupati Simalungun 
Nomor : S Tahun 2016 
Tanggal : jA, W,(Jltf:, 2016 
Tentang : Pedoman ' Penyusunan ~ggaran 

Pendapatan dan Belanja 
Nagori Kabupaten Simalungun, · 

I 
i 
I 
I 

·I 

J 
I 
1 

l 
j Menimbang . 

J..AMl:1tiNG 
· PEMDES 

LAPORAN 
· APB-Nagori 

l 
i 
l 

·1 
I 

j 

-~---·------======================== 
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j 
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l 
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I 
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j 
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I 

•, 
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4 .. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); · 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagori 
· (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

o.· tl.nd~g-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
N9mor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
P~~erintah Pengganti Undang-Undang .Nomor 2 Tahun 2014 

rtentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014: tentang · Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik · Indonesia ·Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 

'7. Peraturan Pemerintah Nemer 58 Tahun 2005 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2065 .Nomor 140,\ Tambahan 1 Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

·8. Pcraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undan.g Undang Nomor 6 tahun 2014 

, tentang Nagori (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara. Republik 
Indonesia Nornor 5539).: . 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembara.n Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 1'68, Tambahan Lembaran Negara, Republik Indonesia 
Nomor 5558); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor . 113 Tahun 2014 tentang 
Pdngelolaan Keuangan Desa. 

11. Pdraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nornor 13 Tahun 
2006 tentang Pemerintahan Nagori (Lembaran Daerah 
Kabupaten Simalungun Tahun 2006. . Nornor · 13 seri "D" 
Nomor 13); . 

12. Peraturan Da.erah Kabupaten Simalungun Nomor 14 Tahun 
2?P6 tentang Keuangan Nagori (Lernb~~an Daerah Kabupe.ten 
S1*1,alungun Tahun. '.2006 Nomor ,14 sen ·'D" Nemer 1:4); · 

~3. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 
20.08 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Simalungun · (Lembaran . Daerah Kabupaten 
Si±nalungun Tahun 2008 N ornor 1 7·, Seri "D" N ornor ,. 6) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten .Simalungun Nomor 3 Tahun 
2014 tentang Perubahan keernpat atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Simalungun Nomor 17_ Tahun 12008 tentang. 
Organisasi dan Tata · Kerja Perangkat Daerah Kabupa.ten 
Simalungun (Lcmbaran Daerah Kabupaten Simalungun 
Tahun 2014 Nomor 3 Siri "D" Nemer 3),. 

14. Pcraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nornor .... 
Tahun 20.. .... ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

.. Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 
· (Lembaran Daerah Kabupaten Simahingun Tah:q1:1 .- .... · Nomor 

,' 

.!..(• :::.-· r, .. - . ' ··-r 
. I . 

' 



1:: 
·:, 

·.,:~L"':-; ";. 
;· 

t 1, Pasal 1 
·jr Anggaran Pendap~tan dan Belanja Nagori Tahun Anggaran dengan rincian 

sebagai berikut: , I · 1. Pendapatan Nagori Rp \ . 
I 2. Belanja Nagori 
I a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagori 

R~p~ , . 

~ •..... 

RANCANGAN PERATURAN NAGORI . 
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 
REALISASI PELAKSAN~N ANGGARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA . NAGORI 

............................ TAHUN ANG-GARAN 20 MENJADI 
PERATURAN NAGORJ TENTANG 
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI 
PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA NA GORI . .. .. . .. .. .. . . .. . .. . .. .. .. . TAHUN 
ANGGARAN 20 ........ 

l Menerapkan 

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGORP. . 
DAN· 

PANGULU : . 
MEMUTUSKAN : 

1;, 
; 

.· Dengan Kesepakatan Bersama 

. ' 

. . .. , Seri .... Nomor ...... ); 
15." Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 

tentang Pedoman Penyusurian Anggaran Pendapatan clan 
Belanja Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 
tentang Ta.ta Cai-a Penyera.han Uru.san Pemerintah Kabupaten; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 
· tentang Pedoman Administrasi Nagori; . 

18. Peraturan Menteri .Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 
tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

).9. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 12 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 3 
Tahun 2009 tentang Rincian Togas. Fungsi dan Tata Kerja 
Pada Organisasi Lembaga Tehnis Daerah ' Kabupaten 
Simaiungun (Berita Daerah Kabupaten Simalugun Nornor 20); 

20. P~ratu.ran Bupati Simalungun Nomor ..... Tahun 20 ... tentang 
. Penetapan Besaran Alokasi Dana N agori , Bagian dari Basil 
Pajak dan Retribusi Kabupaten Simalungun (Berita Daerah 
Kabupaten Simalungun Nomor .... ); 

21 .. Peraturan Bupati Simalungun Nomor .... Tahun 20 ... tentang 
Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Pemerintah .Nagori dan 

· B!'saran Tunjangan Pernerintah Nagori dan I Maujana se 
K bupaten Simalungun Tahun Anggaran . . . . . . (Berita Daerah 
K bupaten Simalungun Nomor ...... ); . · 

22. Pe ·aturan Bupati Simalungun Nomor ..... Tahun 20 ... ten tang 
Dana Desa di .Kabupaten Simalungunc'I'ahun Anggaran 2Q ... 
(Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor .... ) ; · 

I 
l 

., 

i I - 
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BINS:AR SITUMORANG 

:Pto 
··-- . 

Pj. BUPATI SIMALUNGUN, 

' ' ···········'\·································· 

................... , PANGULU 

,:1 Ditetapkan di '. .. 
Pada tanggal ;;; . .. .. .. .. . .. .. . !· • 

J 2. Lampiran II · 
! 
j · i Pasal 3. 

I Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan· bagian 
· yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagori ini. . 
r 
1 • ' P al 4 

j{ Peraturan Nagori ihi mulai berlaku p:-Ja tanggal diundangkan .. ' . . 
J .AgaJ.~ setiap . orang dapat · rnengetahui, memerintahkan pengundangan 

. j Peratur~1 · Nago:i ini dalam Lembaran Nagori dan berita Nagori oleh 
. J Sekretaris Nagon .. 
l 
I 

r 
I 
! 
I 

I 

j Uraian lebih lanjut mengenai basil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan I Belanja Nagori sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum daiam lampiran 
I Peraturan Nagori ini terdiri dari: . · 
i 1. Lampiran I :Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan 

.APBNagoriT.ahun Anggaran ; 
: Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk 

~. ke'Nagori. 

Pasal 2 
i 

·1 

= = =. = = =;·= = = ===== 

Rp . 
RP. .. 
Rp . 

. I 3. Pembiayaan Nagori,' 

I
I a, . Pcnerimaan Pembiayaan 

· · b, Pen.geluaran lpembiayaan 
I . 8eJ.hi.h Pembia~aan ( a - b ) 
1 . ·. I 
! 

. Rp . 
Rp :: ~.: 
Rp . 
R·p - - . 
Rp .. ~ : . 
Rp :'·l.;············ 
-·- - - - -l.- = - === 

b. Bidang Pernbangunan -, 
j c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 

-. J d. Bidang Pemterdayaan Masyarakat 
J '. e. Bidang Tak erduga · 
j Jumlah Belanj . 

Surplu$/Defisit 

· --·-------·--- ... ·-·----.--~-----.,._,.,,.,.,....,...,..,a..,,www"""""'""'LL..,.,.._n:l&UOllamlalm:mllliliiilli!ZIMl-lll:!ill-iiiiliiii .... 1+ii-iiiiiiii---iiiiiiiiiiii_. 



Hibah dan Sumbangan dari I 
· pihak ke-S yang tidak . I I menzikat 4 '. 

:1 1 3 .2 Lain-lain Pendapatan l -----r--,---,---,--...., __ - 

. Nazori yang sa.h 
11: ::!=--=;;-_::~:. J~U:M:_L-A:H==PE=N=D=A=P='A=T=A=N==~-:-=--=--=---~--=---·--+-+- _- _--'_- .... -.--- .t _-_--------~-I-_-_-_- --1--i 

) 2 . . -- --1. BELANJA ---·--.1----·-----·---·1--------~ 
I n • I ·. l ··~·,:J I p --l---------t----·--· . • , .. ,,- : • :.,- ;t::.Ju.ctr.1.g enye engga.ra.an _: __ w ~ l ::~~~~~o;an 

·. Tunjangan 

1 3 

i---·-~----~~·--------~----r------;--,-------+---~ 
Pendapatari Lain lain 

1 
· 1 3 

5 6 
1.·' 

4 

~ .· .. 
--+--+-'-~.;........;.,.....__~--~-....,_---+-1.~· -~--1----+--·~-1-----1 

LEBIH/ I KET. 
KU RAN 

G 
(Rp.) (Rp.) 

,..,. 
REALIS 

J 

A.SI 

(Rp.) 

ANGGARA 
N 

I 
- ._L 

1 2 
1 I PENDAPATAN . I 

I 1 • Pendapaiari Asli Naqori .1. 

1 1 1 Hasil Usaha 
I t l ~\ Swndaya, Partisipasi dan 

i ,~ ; Gotiob.11: Rovong 
I 1 3 Lair -lain Pendapatan Asli 

Nag bri yang sah ·- 

· KODE. 
if .REICENXNG! 

URAIAN 

·! 

1 . LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAI''1 RE.A.LISASI PELAKSANAAN APB-NAGORI 
1 

PEMERINTAH NAGORI ··· · ·· .':. .t 
TAHUN ANGGARAN · . 

Lampiran XV : Peraturan Bupati Simalungun 
Nomor : & Tahun 2016 
Tanggal : .2 L t-\t\ rtk. 2016 
Tentang' : Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan . Belanja 
Nagori Kabupaten Simalungun. 
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I . -· 
' ;'\ -~~hg}:lasilan Te tap ~~pala (• '.''"' I .. . ... ,·· ,·. 

Nagori dan Perangkat ,: 
! I 

- .. 
I - Tunjangan Kepala Nagori 

dan Perangkat .. .. 
; 

Tunjangan BPD ' - ' 

.. ·2 l 2 Onerasional Perkantoran ; 

·l l 2 1 2 2 Belania Baranz dan Jasa •, 

Ii ' . 
'. -AlatTulis Kantor ; i, .... .. 

~ I ----· 
" ;i ·. - BendaPOS ' . t ~ ,--·- ..__ ,_,.... - .. <Pakaian Dinas dfan 
" Atribut ... 

- Pakaian Dinas 
Bahrul ~ •. 

- Alat dan ' " \ 

Kebersihan I, 

: ,....__ 
; - Perialanan Dinas ,. 

I: ' Pemeliharaan =t - 
I 

,__ 

I: 
- Air, Listrik.dasn Telepon '11! ....;;..;.. -- . - Honor :, 

11 

.... ~'.-- ··- ._1 - dst ..... : .............. : .. ~ '--- ,,..;_ 1---•, 

ll 2 1 2 3 Belanja Modal 
- Komputer ·- ~L- Meia dan Kursi 1 

l"r1 - !:[ !--t- 

- Mes1n TlK j: 
I dst. ................ .-.- ....... ,, - : " i!I 1--~ 3 Operasional BPD >}: ~1 

3 2 Belania Barang dan Jasa ·r =t!. ·,·1 -ATK :l 
; i - Per .\nzandaan 

i - - Ko isumsi Rapat '· 
l I d I .. _.·-- ,----- i· :.-- s ......................... 

:f'' 
L---· ........ _____ ·-:-·· 

I 
i 

2 f 4 . Oee '/j.sidnal RT/ RW 
-- ---~ 

J --- 
:~ ~ 4 ~ ·. ~~i_:ja Barang dan Jasa ! ...... 

j 

'--~J ... l__~ Penggadaari. · ·• 

L ---J-"7._L;....f:".Komsumsi Ra12_at ·. 
·- ~-- . I . - 'ci·.._ . ·; - 

2 2 ,~t---13~~~.P~i~~~~~~: .. - - .. 
: - . 

: 
I l____ Pembangunan N agori 

2 2 lh Perbaikan 'Saluran Irigasi - -- 

1 
2 2 li 2 Be1anja Bar~ dan iasa .• '-- 

I - Upah Kerja . ·:; -- I . 
l - Honor ·- -- _J. __ ._,__ 
! I - dst .................... 
l 2 2 1 3 Belania Modal :; 
I ; . 1 · . :.. Semen i · - I tr,~__:._ ::!: ! ~- 

.; Material ~ L; 
··-::t-""!' LI ·- dst. ........... ··- ,. i :r . 
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· - :_J' -. Ko hsumsi ,__ I_ 

L_ _L_ - Ba nan Pelatihan 
! { .. d t ; . . ~ ~ s , . 

I ~ -- . :j . ----+--,. --+-- --t--- 
2 3 2 Kegiatan _.... --------+---~----r·---- 

:1 : ·-4 . Bidang Pemberdayaan '', 
'I M~arakat ; 
j ----------+------r-----+----+--- i 2 4 11 - ·1 !{egia~a~. Pelatihan K~paJR 

f 

L__ -··- . . I Nagon dan Perangkat ---1-----+----r- __ 
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I --1- ·j--l L; Konsumsi 
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J ]:_1_±2 _ . I Keziatan .. 
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1 2_ s 111- I K?gi£rtan Kejadian Luar · 
I Biasd · 
j 2·-5··[1°2:-· Belanja Barang dan Ja~a: 
i ------i-r-·- . - Hop.or tim 
! -~ I~ ·· Konsumsi 

'. ·---liEL · · lJ: ~!~.~:~.~-~:'.'.'.'. . 
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- Ho nor Pelatih 

- '.2 3. 1 2 

Bidan.g Pembinaan 
Kerriasyarakatan 
Kegiatan Pembinaari 
Ketentraman dan 

· Ketertiban 

~
23', . 
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. BINSAR SITUMORANG 

·,nto 

I 

I 

I 

I 

l>j. BUPATI SIMALUNGUN, 

Pangulu ; .' .. 
I 

i 

. 't'A.NGGAL : . 
'1 ,;,, ,~'-1 

. Dl.~Offl.. .. . - - ~-=·i=" SURPLUS I DEFlSI'!' - - - 
• - 3 FEM.BIA Y AAN ., 

•"I 1 I Penerimaari Pembiauaari 1 .:> I i 

3 1 1 SILPA 
3 1 2 Peneairan Dana Cadanaan -~r 3 Has!l Kekayaan Nagori 

Yank di pisahkan 
JUMLAH (RP) 

" 

-- --·- _J_ 
.3 2 -J.-- Penqeluaran Pembiayaan -- - 

'.3' I') 1 Pernbentukan Dana . ~-,I 

' Cadarigan -- 
3 2 2 Penyertaan Modal Nagori -·· JUMLAH (RP) 

- Pembiayaan Netto 
(PENERIMAAN • 
PEMBIAYAAN - 
PENGELUARAN ' 

PEtBIAYMN} ( l . - SI ;.,PA tahun berjalan 
(SELISIH ANT ARA 
PEMBIAY MN . NETTO .. I 

DEN GAN HASIL __l J _J ___ u __ SURPLUS/DEFISIT}_ ______ I 

I . ,. 
j 

!.· .= 

wen .. 



··--.-. 

l,JRAIAN TAHtJN N. TAHUN N-1 
i (Tahun Periode (Tahun 
i 
'. Pelaporan) Sebelumnya) 
i 
f. ASET NAGORl 

- ., 
~ 

A. ASET LAl~CAR 
1. Kas Nagori 

a. Uang kas di Bendahara Nagori I 

b. Rcker..ing Kas N agori 
2. Piutang ,::.; 

1. Piutang Sewa Tanah 
2: Piutang Sewa Ged.ung 
3. 

- , I . dst ...... , 
3. Pereedlaan 

· a: Kertas Segel 
. I 

· b. Materai · 
c. .dst ...... 

~JUMLAH ASET LANCAR - 
~ ; . . 

.• 

B. ASET TIDAK LANCAR 
a .. Investasi Permanen .• 

. i. Penyertaa.n. Modal Pe1nerintah 
, Nagori · 

b. Aset Tetap , . 
• 

- Tariah 
- Peralatan dan Mesin 

. 
- ... 

~ Gedung dan bangunan ' 
I 

- Jalan, Jalringan dan Instalasi .. . ··r ·. 

dst ....... . .. '· - " .. 

c. Dana Cadangan 
1. Dana Cadangan 

d. )\~et tidak lancar Lainnya 
":: - .. 

.. JUMLAH ASE'l!' TIDAK LANCAR 
lJMLAH ASET {A +B) 

- 
. . ·- ~- 

.IL KEWAJJBAN "JANG KA PEND EK ' 
__ JUMLAH ~V{.AJIBAN JANGKA PENDEK 

' 

· .. 

.. . JUMLAfl ICEKAYAAN BERSIH( I II } . 

LAPORAN KEKAYAAN MILIK NAGORI 
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20:-::, . .- 

Lampi.ran XVI : Peraturan Bupati Simalungun 
Nomor ; !} Tahun 2016 
Tanggal z, I ~lt. 2016 
Ten.tang : Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja 
Nagori Kabupaten Simalungun. 



Catatan: 
Terkait d.engan angka 7, · bahwa dalam. .!\,PB- naqori khususnya pada 

· pernbiayaan .tidak dibuka peluang untuk pinjaman, 
. .. 

1. Aset nagori adalah barang milik naqori yang berasal dari kekayaan asli 
nagori, dibeli atau diperoleh atas bebari Ariqqarari Pendapatari dari Belanja 
nagori atau perolehari hak: lainnya yang sah. 

.'2. Uang kas adalah uang miiik Pemerintah nagori, baik: yang disimpan di 
Bendahara nagori maupun direkeninq kas nagori. , 

3. Piutanq nagori adalah tagihan uang nagori kepada pihak yang mengelola 
kekayaan nagt· ~ aniara lain. berupa tanah; gedung yang diharapkari akan 

. dilunasi dala waktu paling lama: 1 (satu) tahun anggaran sejak 
· ditetapkannya erjasama terse but. 

4. Persediaan · adaiah suatu kekayaan berupa barang milik pemerintah N agori 
yang dinilai de1gan uang baik berupa uang kertas maupun surai berharqa 

-dalam periode nprmal, antara lain kertas segel, materai, deposito, giro. 
s; Aset naqori tiddk lancar meliputi penyertaan modal pemerintah. naqori dan 

aset tetap milik nagori antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dari 
bangunan, jalan; jaringan dan instalasi. · · · 

6. Dana cadanqdri adalah dana yang disisikan untuk menampung kebutuhan 
yan.g memeriukari dana yang relatif besar yang tidak: dapat dipenuhi dalam. 
satu tahun anggaran .. 

· · 7. k~ioajibai! adalah. utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh. 
· Pemeriniah: 
8. Kd~a.ya.an bersih adalah selisih antara aset dan kewajiban pemerintah 

I Naqori. 

·.:/: Penjeiasaii tabel: 

BINSAR.SITUMORANG 

·, 
'1 

Dto 

Pj. BU~ATI Sl.MALUNGUN, 

PANGULU .. 

I 

! 
:, ·:~ 

TANGGAL . 



BINSAR SITUMORANG 
;'"J.~-::1-.~·;.;-• :, • . I 

Dto 

... 
Pj. BUPATI SIMALUNGUN, 

(.: ) 

· tanggal, .. 
Pangulu 

·I 

' I 

\j 

:,.~r.tit;'.JJf if· ,'. T\: . . 

·>. 

··· ..... 

-s, :);.·,. :: • -{~.-D. '-:\ ·. .; : ··~t7'' :· .• ·:' ~--J 

~·\_::'!-i) ~ =, :~·:: _; .. .: 
. . '. ~- ·.... .;.~ ; 

···;, r 

+'~ .. 

:.i( ~<t·:?· •.._,'· 

:,:(,· ·•·. ··-··- 
•. ·.,;',· '.,·.·.·,!··;·. . .. '• ;'.' .; ~-: ... .,~· I ', . ,·· -~_:.:. ·?·" .··.>~·~ .. :·:~~ u . !.· • {• 

. . . ''· ;:, . 
• ~ ~ -:: 1·. • • .:.- ,,, ••• ,:--: :· ••• , •••• 

···-- .. 

I Jumlah 
_IB_Q}_ 

................... 

Tanggal 
Nagori 
Ke cam.a tan 
Ka bu paten 

( , 

PROGRAM SEKT6RAL DAN PROGRAM DAE~H YANG MASUK KE NAGORI 

: Peraturan Bupati Simalungun 
: 8 Tahun 2016 . 
: . ~J_ r-,~ 1016 

.: Pedoman Penyusunan · Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Nagori Kabupaten 
Simaiungun. 

Lampiran XVII 
Nomor 
Tanggal 
Ten tang 

·: ... •• i 

1~·--- .. - 
i 



CAMAT ~ . 
DIKfTAHUI: 

···············~···························· 
MAiERAI 6000 

I 
::::·,::..::. L,'~:-;ib;tyi!.ti;·; ,,:;.;:;.;;_~~Q;Onr· maka Pangulu dan Sekretari.s Nagori harus bertanggungjawab sepenuhnva, ·-"[;--~ I 
Demikian Berita acara lni dlpe buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. . -·~ ··-- . ·· · - I 
Pangulu f'••••••••••••••········· •••.••••• _ . . Bendahara .. , .••.•.........•..... 

- - - I 

( · .. ~ , , ) 
Dengan dllaksanakannva pembayaran penarikan Dana Desa/ ADN/ BHPRD tahap PERTAMA sebesar 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

a. B\dang P~nyelenggaraan l't!merintalian Nagori 
b, · Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagori 
c. ~idang Pembinaan Kemasyarakatan 
d. Bldang Pemhcrdayaan Masyarakat 
e. Bldang Tok Terduga 

Jumlah 

1 Pelaksanaan Dana Desai AON/ BHPRD untuk Nagori Kecarnatan Kab. Simalungun 
Keglatan Dana Desa/ AON/ f}HPRD Tahun Anggaran .. 

2 Telah dltetaoksnnva APBNagori dan telah terpenuhlnva persyaratan teknis & administrasi maka 
kami mengajukanpencafrsn Dana Desai ADN/ BHPRD tahap PERTAMA I (40%) darl Pagu sebesar Rp. 
dengan rlnclan penggunaan dana sebagai berikut : 

Dengan ini bersama-sama melakukan persiapan bahwa: 

· Bendahara 
2. Nama · 

Jabatan 
Kecamatan : 

Pangulu 
1. Narna 

Jabatan 
Kecamatan : 

, kami yang bertanda tangan Tahun Bulan tanggal Pada harl ini 
di bawah lni: 

Simalungun 
Sumatera Utara 

,• .=: -J ,, . 
.,, '/ ., ,;: \n-L ;: 1 

;Nagori 
J~'~a~atan ~-. ·:~1,' ., 
Ka bu paten 
Proplnsl 
Nomor/Tgl 

I 

FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESAI ADD/ BHPRD TAHAP I 

SURAT PERMQHONAN PENtlRAN (SPP) DANA. DESA/ ADNl BHPRD TAHAP PERTAMA I ( 40 % J 
- I 

i Nomor 

---------------- ----- 



·················································· 

DIKETAHUI : 
CAMAT . 

......................................... , .... 
! 

MATl:Ml6000 

Bendahara . ......... , , . Pangulu 

untuk pernblavaan APB-Nagori maka Pangulu dan Sekretaris Nagori harus bertanggungjawab sepenuhnya . 
. Derniklan Berita acara ir.i dlperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

( ) 
Dengan dllaksanakannva pembayaran penarikan dana ADN tahap KEDUA besar 

c. 
d. 
e. 

Dengan ini bersama-sarna milakukan persiapan bahwa: 

1 Pelaksanaan Dana. Desa/ fD~/ BHPRD untuk Nagori Kecomatan Kabupaten Simalungun telah siap un 
melaksanakan Kegiatan · Dana Desa/ AON/ BHPRD Tahun Anggaran 20..... . 

2 Telah ditetapkannya APB-Nagori dan telah terpenuhinya persyaratan teknis dan administrasi rnaka kami 
meligaju!tan pencairan Dana Desa/ ADN/ BHPRD tahap KETIGA Ill (20%) dari Pagu sebesar Rp. 
dengan rincian penggunaan dana sebagai berikut : 

Bendahara 

Pangulu 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Bidang · Penyelenggaraan Pemerintahan Nagori 
Bldang Pelaksanaan Pembangunan Nagori 
Bidang Pernblnaan kemasvarakatan 
Bidang · Pemberdavaan Masyarakat 
Bidang Tak Te~duga · 
Jum/ah 

a. 
b. 

Bulan Tahun , kami yang bertanda tangan Pada Ila ri ini tanggal 
di bawah Joi: 

1. Nama 
Jabatan 

I Kecamatan : I 

i. 
I 

2. Nam a 
Jahatan 
Kecarnatan : 

Simalungun 
Sumatera Utara 

Nagori 
Kecamatan 
Kabupaten 
Propinsi . 
Nomor/Tgl 

! 

FORMAT PERMOHO~AN PENCAIRAN DANA DESA/ ADD/ BHPRD TAHAP Ill 

SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA/ AON / BHPRD TAHAP KETIGA Ill ( 20 % } 

Nomor :. 

-- ... m.,~,·~::111,:,dii~~~...._ .. ~."""-'=---=-,.........,.--=...,.....,,..-==~-----------------------~ 



. . 
... ;:.- .. 

I CAMAT ~'.~~~-~~~.' .. : .. 

II 

············································ 
MATERA! 6000 

Benda hara Pangulu 

untuk pemblavaan APB-Magori maka Pangulu dan Sekretarls Nagori harus bertanggungjawab sepenuhnya. · 
Demiklan Berlta acara inl dlperbuat untuk dapat dipergunaken sebagalmana mestinva, 

Dengan dllaksanakannva pembayaran penarlkan Dana Desa/ ADN/ BHPRD tahap KEDUA sebesar 
( I 11111111•111 I 11 II 11 It •1111 • 11•1• ~ llf II Ill 11111111 I 111 Ill I I• I I I I I I I 11 I I 11111 •:III t•• I 11 I I II I I) 

e. 

b. 
C, 

d. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Biclang Pcnyelenggaraan Pemerintahan Nagori 
Bidang Pslaksanaan Pembangunan Nagori 
sldang Pemblnrian Kernasvarakatan 
Sldang Pemberdavaan Masvarakat' 
B!dnng Tal( Terduga 
Jl!mlah 

a. 

Dengan in: bersarna-sama melakukan persiapan bahwa: 
I 

:J. Polaksanaan ADN untuk Nagorl Kecamatan Kabupaten Simalungun telah slap untuk 
melaksanakan l~cgl1::t,m Dana Desa/ AON/ DHPRD Tahun Anggaran 20 ....... 

2 Tel;:ih dltet1~1<annya t,PB-Nagorl dan telah terpcnuhlnya persyaratan teknls dan admlnistrasl maka kami 
rnengalukan pencalran Dana Desai ADN/ BHPRD tahap KEDUA (40%) dari Pagu sebesar Rp. 
(.:;-;J.:.:·. c;·,1cl;;;-: ,; :;;;£:i.- ;·;:.:..tn dana sebagal berikut: 

Bendahara 
2. Nama 

Jabatan, 
Kecamatan: 

Pangulu 
1. Nania 

Jabatan 
Kecamatan: 

Tahun Bulan tanggal , kami yang bertanda tangan Pada hari ini 
di bawah inl: 

I Simalungun 
Sumatera Utara 

Nagorl 
Kccamatan 
Kabupaten 
Propinsi 
Nonior/fgl 

FORMAT. PERMOHONAN PENCAJRAN DANA DESA/ ADD/ BHPRD TAHAP II 

SUJ3AT 1!,ERMOHONAN PENCAIRAN (SP..el.OANA OESA/ ADD/ BHPRD TAHAP KEDUA II ( 40 % ) 
Nomor: 



.I 
! 

I 
ii 

I 

··=- t;_• .~ r· 

- I 

I 

............ ~ . 

Menyetujui 

c. dstr . 
2. Bida.ng Pelaksanaan Pembangunan Nagori 
a. Kegiatan . 
b. Kegiatan . 

3. · ::d::: ;~~~;:J= Kernasyarakatan 
Kegiatan 1 . 

a. Kegiatan . 
b. dstr . 

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
Kegiatan . 
c. Kegiatan .. 
d .. dstr . 

5. Bidang Tak Terduga 

· Dernikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat digunakan seperlunya, 

......... , Pangulu Nagori Ketua Maujana 
I 

Pada Harl ini tanggal , buian , tahun Dua ribu lima belas, .. 
kami wa:rga Nagori · , Kecamatan Kabupaten Simalungun, telah 
mengadakan rrrusyawarah da.la.m rangka menetapk~ jenis-jenis usulan dar:i Dana 

Desa, Alokasi Dana Nagori dan BHPRD Tahun ...... (daftar hadir terlampir) dengan 

hasil sebagai berikut : 1 

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Na.gori 
a. Kegiatan ~ . 
b. Kegiatan .. 

. BERITA.ACARA HASIL MUSYAWARAH 

, ... :. 


